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1. PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Program Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri telah berlangsung sejak 

tahun 2015. Program ini diawali dengan penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal  

Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 

1639/DJU/SK/OT.01.1/9/2015 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Tim Akreditasi 

Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 

Tahun Anggaran 2015. 

Program ini merupakan bentuk pembinaan model baru yang inovatif, terstruktur, 

sistemik dan berkelanjutan, dimana program ini meramu beberapa standar internasional 

maupun nasional, yakni ISO 9001:2015, International Framework for Court Excellence, 

Reformasi Birokrasi, Zona Integritas dan Instrumen Pengawasan dari Badan 

Pengawasan Mahkamah Agung RI. Inovatif dalam arti program ini adalah program yang 

dikembangkan secara bersama oleh seluruh jajaran Direktorat Jenderal Badan 

Peradilan Umum yang belum pernah digunakan atau diterapkan oleh satker lain. 

Terstruktur dalam arti bahwa organisasi penjaminan mutu telah dibentuk di Ditjen Badan 

Peradilan Umum dan di Pengadilan Tinggi serta di Pengadilan Negeri se-

Indonesia.Sistemik dalam arti seluruh organisasi penjaminan mutu dituntut untuk 

melakukan kolaborasi dan sinergi dalam mewujudkan “Performa Badan Peradilan 

Indonesia Yang Unggul/Prima (Indonesian Court Performance-Excellent / ICPE). 

Berkelanjutan dalam arti bahwa seluruh capaian yang telah diraih oleh pengadilan 

negeri akan dievaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan, sehingga harus 

senantiasa dipelihara dan dipertahankan. 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terus mengembangkan dan 

menyempurnakan program akreditasi penjaminan mutu bagi Pengadilan Negeri dan 

Pengadilan Tinggi se-Indonesia diantaranya melalui perbaikan atau revisi manual Mutu 

yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pengadilan negeri dan pengadilan 

tinggi guna memahami program akreditasi dan pelaksanaannya. 
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Perbaikan dan penyempurnaan dalam program ini lebih dititikberatkan pada 

sistem, kinerja, pelayanan publik, kerjasama dan kepemimpinan, sedangkan perbaikan, 

penyempurnaan prasarana dan sarana dilakukan dengan optimalisasi fungsi, 

perencanaan yang matang dan terukur agar bisa terwujud dalam waktu yang tidak 

terlalu lama. 

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya 

membangun citra positif peradilan melalui berbagai kebijakan pembaruan untuk 

mewujudkan pengadilan yang agung (CourtExcellence).Kebijakan ini sebagaimana 

tertuang dalam dokumen Perencanaan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia, 

yang dinamakan Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035. 

Cetak Biru ini merupakan penyempurnaan dari Cetak Biru yang diterbitkan tahun 

2003, guna lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan 

badan peradilan secara utuh.Penyusunan Cetak Biru ini dengan menggunakan 

pendekatan kerangka pengadilan yang unggul (The Framework for Court Excellence). 

Kerangka ini terdiri dari 7 (tujuh) area “Peradilan yang Agung” yang dibagi ke dalam 3 

(tiga) fungsi, yaitu: pengarah/pengendali(driver), sistem dan penggerak(system and 

enabler), dan hasil(result). 

Sebagai fungsi pengarah adalah area: 

1. Kepemimpinan dan manajemen pengadilan. 

Fungsi sistem dan penggerak, berada dalam area: 

2. Kebijakan-kebijakan pengadilan. 

3. Sumber daya manusia, sarana-prasarana dan keuangan. 

4. Penyelenggaraan persidangan. 

Sedangkan fungsi hasil dalam area: 

5. Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan. 

6. Pelayanan pengadilan yang terjangkau. 

7. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan. 
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Tujuh area ini dikembangkan berdasarkan kerangka pengadilan yang agung 

(court excellence framework) yang merupakan kerangka pikir dan kerja bagi pengadilan 

yang ingin meningkatkan kinerjanya.Kerangka ini telah dikembangkan dan digunakan 

secara internasional.Di Indonesia, dalam standar Indonesian Court Performance -

Excellent (ICPE) “fungsi hasil” tersebut dimasukkan dalam satu kriteria costumer focus 

dari tujuh kriteria standard ICPE yaitu leadership dan management, customer focus, 

process dan proceedings, strategic planning and policies, resources management, 

document control, dan performance. 

Disamping itu, dalam Manual Mutu ini juga mengakomodir Road Map Reformasi 

Birokrasi yang memprioritaskan perubahan di 8 area yaitu: 

1. Manajemen perubahan. 

2. Penataan peraturan perundang-undangan. 

3. Penataan dan penguatan organisasi. 

4. Penataan tata laksana. 

5. Penataan sistem manajemen SDM aparatur. 

6. Penguatan pengawasan. 

7. Penguatan akuntabilitas kinerja. 

8. Peningkatan kualitas pelayanan publik. 

 

Cetak Biru itu dipetakan bahwa permasalahan yang dihadapi Badan Peradilan 

antara lain: visi dan misi yang kurang dipahami sepenuhnya oleh seluruh personil 

peradilan. Oleh karenanya, diperlukan perumusan visi dan misi yang baru beserta 

proses sosialisasi yang komprehensif dan terstruktur. 

Dalam pelaksanaan fungsi teknis, masalah yang dihadapi badan-badan 

peradilan yang harus mendapat perhatian khusus, adalah:  

a. Kepastian hukum dan kualitas serta konsistensi putusan 

b. Lamanya proses berperkara. Hal ini berkaitan dengan pengeluaran biaya 

yang diperlukan di pengadilan menjadi sulit untuk diprediksi.  

c. Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan 

mengenai prosedur, dokumen dan persyaratan yang diperlukan.  
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d. Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.  

 

Sedangkan permasalahan dalam fungsi pendukung antara lain:  

• Dalam hal pengelolaan sumber daya manusia, distribusi hakim dan aparatur 

peradilan yang belum merata.  

• Dalam hal pengelolaan sumber daya keuangan, antara lain adalah belum 

adanya Standar Pelayanan yang baku terkait dengan penerimaan dan 

belanja negara, dan adanya perangkapan jabatan antara jabatan struktural 

dengan jabatan pengelola keuangan.  

• Dalam hal pengelolaan sarana dan prasarana, antara lain:  

a. Lokasi pengadilan yang cukup sulit untuk diakses oleh masyarakat yang 

berasal dari daerah pinggir kota.  

b. Gedung pengadilan yang masih perlu ditingkatkan kelayakannya dari sisi 

keamanan maupun kenyamanan.  

c. Kemampuan untuk mengelola prasarana dan sarana pengadilan belum 

memadai sehingga berpengaruh terhadap prestasi kerja hakim dan 

aparatur peradilan dan kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan 

pengadilan.  

d. Akuntabilitas pengadaan barang dan jasa, serta manajemen aset negara, 

yang perlu terus diupayakan perbaikannya.  

e. Penyimpanan dan pengelolaan informasi tentang aset negara yang 

belum dibuat secara baik.  

• Dalam hal pengelolaan teknologi informasi,  

a. Upaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi 

yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan 

pengguna pengadilan, dimanaperlunya satu kebijakan sistem 

pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan 

dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit 

kerja. Dengan demikian dapat diharapkan tejadinya peningkatan kualitas 

pelayanan informasi kepada masyarakat.  
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b. Transparansi peradilan hingga kini masih menjadi permasalahan yang 

sangat perlu diperhatikan dan dibenahi. Masyarakat masih mengeluhkan 

sulitnya mengakses informasi dari pengadilan. Hal ini dikarenakan masih 

kurangnya pemahaman pejabat peradilan mengenai pentingnya jaminan 

informasi bagi publik. Oleh karena itu, mekanisme penyediaan dan 

penyimpanan informasi juga perlu terus ditingkatkan sehingga pengadilan 

selalu siap dalam merespon permintaan informasi. 

 

Fungsi lain yang perlu mendapat perhatian adalah monitoring dan evaluasi serta 

fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan 

kepercayaan publik kepada pengadilan.  

Pengadilan Negeri Lubuklinggaujuga tidak lepas dari adanya kritikan atas 

pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dan sebagai respon atas hal tersebut 

Pengadilan Negeri Lubuklinggautelah melakukan upaya-upaya perbaikan di segala 

unit.Menyikapi tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Lubuklinggauterus giat melakukan 

pembenahan perbaikan sistem kerja yang berdampak pada peningkatan efisiensi, efek-

tivitas, serta produktivitas SDM Aparatur yang transparan danakuntabel, serta telah 

memiliki Standar Pelayanan yang sesuai kaidah manajemen modern yang dipraktekkan 

secara konsisten, hingga mempermudah danmemperlancar pelayanan prima. Namun 

demikian untuk melakukan perbaikan yang cepat dan menyeluruh diperlukan langkah 

pembaruan dengan metode yang taktis sistematis. 

Perbaikan sistem kerja ini, atau sebut saja peningkatan kinerja Pengadilan Negeri 

Lubuklinggau,dapat dikatakan sebagai bentuk strategi pelaksanaan Cetak Biru 

Pembaruan Mahkamah Agung RI ditingkat unit kerja peradilan tingkat pertama dan 

sekaligus merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah menjadi agenda 

nasional ditingkat Pengadilan Negeri Lubuklinggau. 

Pengadilan Negeri Lubuklinggaudituntut untuk menyediakan pelayanan standar 

peradilan yang bermutu, yaitu pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan 

kepuasan pengguna pengadilan. Untuk mencapai hal tersebut, maka Pengadilan Negeri 

Lubuklinggauperlu memiliki sistem manajemen mutu, yaitu persyaratan standar yang 
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digunakan untuk mengakses kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan 

pengguna pengadilan dengan peraturan yang sesuai.Salah satu dokumen mutu yang 

perlu disusun dalam rangka memenuhi persyaratan sistem manajemen mutu adalah 

manual mutu.Hal tersebut menjadi salah satu dasar pembuatan Manual Mutu Sistem 

Manajemen Mutu STANDARD AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM 

- ICPE Pengadilan Negeri Lubuklinggau. 

1.2. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup implementasi Sistem Manajemen Mutu Standard Akreditasi 

Penjaminan Mutu Peradilan Umum - ICPE untuk Pengadilan Negeri 

Lubuklinggaumeliputi seluruh proses pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi 

seluruh unit di Pengadilan Negeri Lubuklinggau,meliputi: 

✓ Manajemen Peradilan. 

✓ Administrasi Perkara. 

✓ Administrasi Persidangan. 

✓ Administrasi Umum. 

✓ Pelayanan Publik. 

✓ Pengelolaan Keuangan. 

✓ Pengadaan Barang dan Jasa. 

✓ Pengawasan. 

✓ Penanganan Pengaduan. 

 

Adapun unit di Pengadilan Negeri Lubuklinggauyang melaksanakan kegiatan 

pelayanan adalah: 

1. Pimpinan, yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua; 

2. Hakim/Majelis Hakim; 

3. Panitera; 

4. Sekretaris; 

5. Panitera Muda, yang terdiri: 

a. Panitera Muda Perdata; 

b. Panitera MudaPidana; 
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c. Panitera MudaHukum; 

6. Panitera Pengganti; 

7. Jurusita; 

8. Sekretariat, yang terdiri: 

a. KepalaSubbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana; 

b. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan; 

c. Kepala Subbagian Perencanan, Teknologi Informasi dan Pelaporan; 

 

1.3. ISTILAH DAN DEFINISI 

Untuk tujuan dokumen ini, istilah dan Definisi yang diberikan berikut berlaku. 

1. Akreditasi Badan Peradilan Umum adalah pengakuan formal yang 

diberikan oleh Tim  Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum 

terhadap kompetensi Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam 

melakukan kegiatan berdasarkan penilaian kesesuaian terhadap standar 

yang ditetapkan. 

2. Manajemen Mutu adalah suatu sistem manajemen yang merupakan 

sekumpulan prosedur yang terdokumentasi dan terstandar yang bertujuan 

untuk menjamin kesesuaian dari suatu proses terhadap kebutuhan 

pengadilan dalam memberikan pelayanan yang unggul/prima. 

3. Kebijakan Mutu adalah kebijakan resmi dan tertulis dari Pimpinan organisasi 

tentang komitmen organisasi dalam memperhatikan dan mempertimbangkan 

aspek-aspek mutu dalam aktivitas keseharian organisasi. 

4. Prosedur Mutu adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan dalam 

bentuk dokumen yang merincikan sistem manajemen mutu organisasi. 

5. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang 

dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, 

bagaimana dan kapan harus dilakukan, dan oleh siapa dilakukan. 

6. Rencana Mutu adalah dokumen yang menetapkan proses, prosedur dan 

sumber daya terkait yang akan diterapkan oleh siapa dan kapan untuk 

memenuhi persyaratan pelayanan dalam menjalankan kebijakan mutu. 
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7. Sasaran Mutu adalah target yang ditetapkan organisasi dalam 

melaksanakan suatu proses yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. 

8. Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensip 

kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil 

pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari 

penyelenggara pelayanan publik. 

9. Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum adalah Tim 

Akreditasi yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 

untuk mewujudkan ICP-E. 

10. Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi adalah Tim yang 

dibentuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi dalam rangka akreditasi penjaminan 

mutu pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. 

11. Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri adalah Tim yang dibentuk oleh 

Ketua Pengadilan Negeri dalam rangka akreditasi penjaminan mutu 

Pengadilan Negeri. 

12. Asesmen adalah proses yang sistematis, independen dan terencana untuk 

memperoleh bukti asesmen dan mengevaluasinya secara objektif guna 

menilai kesesuaiannya terhadap kriteria asesmen. 

13. Asesmen Surveilan adalah asesmen pemeliharaan yang dilakukan secara 

berkala terhadap Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri yang sudah 

mendapatkan akreditasi. 

14. Asesor adalah orang yang melaksanakan asesmen. 

15. Klien adalah pengadilan tinggi dan/atau pengadilan negeri untuk maksud 

kegiatan akreditasi. 

16. Reformasi Birokrasi adalahupaya untuk melakukan pembaharuan dan 

perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan 

terutama menyengkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), 

ketatalaksanaan (proses bisnis) dan sumber daya manisia aparatur. 
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Visi Pengadilan Negeri Lubuklinggau adalah 

 
“Terwujudnya Pengadilan Negeri Lubuklinggauyang Agung” 

 

Pengadilan Negeri Lubuklinggaumengemban misi: 

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan 

transparan. 

2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka 

peningkatan pelayanan pada masyarakat. 

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. 

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif 

dan efisien. 

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai 

dengan standar. 

. 

1.4. VISI 

 

 
 
 

 

 

 

1.5. MISI 

  

1.6. NILAI-NILAI UTAMA BADAN PERADILAN 

Berdasarkan visi dan misi di atas, dikembangkanlah nilai-nilai utama badan 

peradilanyang telah mencakup nilai-nilai utama International Court Excellence. Nilai-nilai 

inilah yang akan menjadi dasar perilaku seluruh warga Pengadilan Negeri 

Lubuklinggaudalam menyediakan pelayanannyauntuk mencapai visinya.  

Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan membentuk budaya badan peradilan. 

Nilai-nilai yang dimaksud, adalah: 
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1. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman - (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945) 

a. Kemandirian Institusional:  

Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi 

oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-

Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). 

b. Kemandirian Fungsional:  

Kemandirian fungsional atau kemandirian dalam membuat putusan 

(independence of decision making)yang berarti bahwa setiap hakim wajib 

menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 

ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman). Artinya, seorang Hakim dalam memutus perkara harus 

didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya, serta bebas 

dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak 

langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga. 

2. Integritas dan Kejujuran - (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) 

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman) 

Perilaku hakim harus dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya. Perilaku 

hakim yang jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan 

kepercayaan masyarakat akan kredibilitas putusan yang kemudian dibuatnya. 

Integritas dan kejujuran harus menjiwai pelaksanaan tugas aparatur peradilan. 

3. Akuntabilitas -(Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman)  

Hakim dalam menjalankan tugasnya haruslah Hakim yang mempunyai 

kompetensi (competence).Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya 

menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh tanggung 

jawab. Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang 

berperkara secara profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar 

alasan yang memadaisehingga kepastian hukum(certainty) terwujud. Begitu 

pula halnya dengan aparatur peradilan, tugas-tugas yang diemban juga harus 



 
 

 

 

PENGADILAN NEGERI  
LUBUKLINGGAU 

 
Jalan  Depati Said no.1 Lubuklinggau 

 
 : ( 0733 ) 321570 FAX : (0733) 321570 

 
Email:pn.lubuklinggau@yahoo.co.id 

Website ; pn-lubuklinggau.go.id 
 

 

No. Dokumen : W6-U5/550/OT.01/I/2017 

Tgl Pembuatan : 3 Januari 2017 

Revisi ke : VII (Tujuh) 

Tgl Efektif : 4 November 2021 

Disahkan oleh 
: Ketua Pengadilan Negeri     

  Lubuklinggau 

 

MANUAL  MUTU 

PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU 

 

 

19 
 

dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional, pelayanan yang 

cepat dan tepat waktu (timeliness). 

4. Responsibilitas – (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). 

Badan Peradilan harus tanggap atas kebutuhan pencari keadilan, serta 

berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai 

peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan(accessibility). Selain 

memperhatikan kepastian hukum, Hakim juga harus menggali, mengikuti dan 

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat 

(fairness). 

 

5. Keterbukaan–(Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-

Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). 

Salah satu upaya badan peradilan untuk menjamin adanya perlakuan 

sama di hadapan hukum, perlindungan hukum, serta kepastian hukum yang 

adil, adalah dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh 

informasi. Informasi yang berkaitan dengan penanganan suatu perkara dan 

kejelasan mengenai hukum yang berlaku dan penerapannya di 

Indonesia(transparency). 

 

6. Ketidakberpihakan–(Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman). 

 

 

Ketidakberpihakan(impartial) merupakan syarat utama terselenggaranya 

proses peradilan yang jujur dan adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang 

mempertimbangkan pendapat/kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, 

aparatur peradilan harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak 

yang berperkara. 
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Motto Pengadilan Negeri Lubuklinggau: 

E L O K 

E = Energik Dalam Bekerja. 

L = Lurus Dalam Menjalankan Tugas. 

O = Orientasi Untuk Melayani. 

K = Kerja Profesional 

 

 

 

7. Perlakuan yang sama di hadapan hukum - (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman). 

Setiap warga negara, khususnya pencari keadilan, berhak 

mendapatperlakuan yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapatkan 

pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama di hadapan hukum(equality before thelaw). 

 

1.7. MOTTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yell-yell 

Mahkamah Agung : Maju; 

Badilum :  Sukses; 

TAPM : Bermutu; 

Pengadilan Tinggi Palembang  :   Cindo 

Pengadilan Negeri Lubuklinggau :  Elok, Elok, Elok, Yes. 
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1.8. BUDAYA KERJA 

Nilai-nilai budaya kerja yang dianut dan mendasari setiap langkah dalam 

penyelesaian tugas di Pengadilan Negeri Lubuklinggauberdasarkan Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar 

Pelayanan Peradilan, dimana segenap pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan 

publik harus berperilaku: 

1. Adil dan tidak diskriminatif; 

2. Cermat; 

3. Santun dan ramah; 

4. Tegas, andal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut; 

5. Profesional; 

6. Tidak mempersulit; 

7. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar; 

8. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi Pengadilan 

Negeri Lubuklinggau; 

9. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai 

dengan peraturan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku; 

10. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan 

kepentingan; 

11. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan 

publik;  

12. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam 

menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi 

kepentingan masyarakat; 

13. Tidakmenyalahgunakaninformasi, jabatan dan/atau kewenanganyang dimiliki;  

14. Sesuai dengan kepantasan; dan  

15. Tidak menyimpang dari prosedur. 

 



 
 

 

 

PENGADILAN NEGERI  
LUBUKLINGGAU 

 
Jalan  Depati Said no.1 Lubuklinggau 

 
 : ( 0733 ) 321570 FAX : (0733) 321570 

 
Email:pn.lubuklinggau@yahoo.co.id 

Website ; pn-lubuklinggau.go.id 
 

 

No. Dokumen : W6-U5/550/OT.01/I/2017 

Tgl Pembuatan : 3 Januari 2017 

Revisi ke : VII (Tujuh) 

Tgl Efektif : 4 November 2021 

Disahkan oleh 
: Ketua Pengadilan Negeri     

  Lubuklinggau 

 

MANUAL  MUTU 

PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU 

 

 

22 
 

1.9. STANDAR PELAYANAN PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU 

Standar pelayanan pengadilan negeri dilaksanakan berdasar pada nilai-nilai utama 

dan budaya kerja sebagaimana disebutkan diatas. [LAMPIRAN A.1 dan LAMPIRAN A.2 

adalah contoh standard pelayanan pengadilan, selanjutnya jumlah pelayanan 

disesuaikan dengan Kelas Pengadilan Negeri yang bersangkutan] 

1. Pelayanan Pengesahan Akta di Bawah Tangan. 

2. Pelayanan Pendaftaran Surat Kuasa. 

3. Pelayanan Surat Kuasa Insidentil. 

4. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana. 

5. Pelayanan Pendaftaran Akta Notaris (perusahaan). 

6. Pelayanan Salinan Putusan Perdata. 

7. Pelayanan Salinan Putusan Pidana. 

8. Pelayanan Legalisir. 

9. Pelayanan Pendaftaran (Waarmerking). 

10. Pelayanan PKL. 

11. Pelayanan Penelitian. 

12. Pelayanan Data Statistik. 

13. Permohonan Mewakili Anak untuk Melakukan Perbuatan Hukum Tertentu. 

14. Permohonan Dispensasi Ijin Kawin. 

15. PermohonanPengampu. 

16. Permohonan Pengangkatan Anak. 

17. Permohonan Ketidakhadiran. 

18. Permohonan Izin Perwakilan Orangtua. 

19. Permohonan Perwalian. 
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20. Permohonan Ganti Nama. 

21. Pendaftaran Gugatan. 

22. Pendaftaran Perkara Pidana(Pelimpahan Berkas). 

23. Pendaftaran Praperadilan. 

24. Akta Banding Perdata. 

25. Akta Banding Pidana. 

26. Akta Kasasi Perdata. 

27. Akta Kasasi Pidana. 

28. Berita acara sumpah Novum. 

29. Berita acara pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat. 

30. Pendaftaran Pengajuan Grasi. 

31. Mengajukan Eksekusi Perdata. 

32. Mengajukan Konsinyasi. 

33. Pelayanan Sidang Perkara Perdata. 

34. Standard Pelayanan Sidang Tepat Waktu. 

35. Pelayanan Izin Besuk Tahanan. 

36. Proses persidangan dan putusan perkara pidana. 

37. Proses persidangan dan putusan perkara perdata. 

38. Proses persidangan dan Putusan SPPA.Mediasi. 

39. DiversiPengadilan Anak. 
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1.10. STRUKTUR AKREDITASI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNAL AUDIT (IA) TIM SURVEI KEPUASAN 
PELANGGAN 

DOCUMENT CONTROL (DC) 

KOORDINATOR: 

 

RIZAL FIRMANSYAH, S.H.,M.H. 

 

 

KOORDINATOR: 

 

DEDY SOHAIDI, S.H., M.H. 

KOORDINATOR: 

 

PATRA SUKMA, S.Kom, S.H., M.H. 

 

 

ANGGOTA: 

1. TYAS LISTIANI, S.H.,M.H 

2. YULIA MARHAENA, S.H. 

3. VERDIAN MARTIN, S.H. 

4. LINA SAFITRI TAZILI, S.H. 

5. TRI LESTARI, S.H., M.H. 

6. FERRI IRAWAN, S.H., M.H. 

7. MARCELINUS AMBARITA, S.H., M.H. 

8. AMIR RIZKI APRIADI, S.H., M.M. 

 

 

ANGGOTA:  

1. A R D I 

2. SISKA RINCE MANALU, A.Md. 

 

 

ANGGOTA:  

1. RUSMIATI 

2. MULYATI,S.Sos 

3. ANDERIANSYAH, S.Kom 

 

QUALITY MANAGER 

REPRESENTATIVE 

FAISAL, S.H., M.H 

 

WAKIL I :  IRSANUDIN, S.H., M.H 

WAKIL II:  PATRA SUKMA, S.Kom, S.H., M.H 

 

TOP MANAGEMENT 

IMAM SANTOSO,SH 
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1.11. KOMITMEN BERSAMA  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1.12. RINCIAN TUGAS STRUKTUR PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI 

1.12.1. TUGAS TOP MANAGER 

 

 

 

 

 

KAMI PIMPINAN PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU, SELURUH HAKIM DAN SEGENAP 

JAJARAN PEGAWAI BERKOMITMEN MELAKSANAKAN PELAYANAN BERSTANDAR STANDARD 

AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM – INDONESIAN COURT PERFORMANCE 

EXCELLENCE  SECARA : 

✓ ADIL DAN TIDAK DISKRIMINATIF; 

✓ CERMAT; 

✓ SANTUN DAN RAMAH; 

✓ TEGAS,  ANDAL DAN TIDAK MEMBERIKAN PUTUSAN YANG BERLARUT-LARUT; 

✓ PROFESIONAL; 

✓ TIDAK MEMPERSULIT; 

✓ PATUH PADA PERINTAH ATASAN YANG SAH DAN WAJAR; 

✓ MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI AKUNTABILITAS DAN INTEGRITAS INSTITUSI 

PENYELENGGARA; 

✓ TIDAK MEMBOCORKAN INFORMASI ATAU DOKUMEN YANG WAJIB DIRAHASIAKAN SESUAI 

DENGAN PERATURAN PERADILAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU; 

✓ TERBUKA DAN MENGAMBIL LANGKAH YANG TEPAT UNTUK MENGHINDARI BENTURAN KEPENTINGAN; 

✓ TIDAK  MENYALAHGUNAKAN SARANA DAN PRASARANA SERTA FASILITAS PELAYANAN PUBLIK; 

✓ TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI YANG SALAH ATAU MENYESATKAN DALAM MENANGGAPI 

PERMINTAAN INFORMASI SERTA PROAKTIF DALAM MEMENUHI KEPENTINGAN MASYARAKAT; 

✓ TIDAK MENYALAH GUNAKAN INFORMASI, JABATAN DAN/ATAU  KEWENANGAN YANG DIMILIKI; 

✓ SESUAI DENGAN KEPANTASAN;  

✓ DAN TIDAK MENYIMPANG DARI PROSEDUR. 
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1) Mengupayakan dan menjamin agar lingkungan kerjanya terkendali; 

2) Menetapkan Kebijakan serta Sasaran Mutu di Pengadilan Negeri 

Lubuklinggau; 

3) Memastikan Kebijakan dan Sasaran Mutu dipahami dan diterapkan di 

seluruh bagian; 

4) Mengkomunikasikan kepada seluruh jajaranPengadilan Negeri 

Lubuklinggaumengenai pentingnya memenuhi standar pelayanan serta 

ketentuan maupun peraturan yang berlaku; 

5) Memastikan tersedianya sumber daya yang diperlukan; 

6) Memastikan bahwa persyaratan pelanggan ditetapkan dan dipenuhi dengan 

tujuan pencapaian kepuasan pelanggan; 

7) Membuat uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang dengan dibantu 

oleh bagian kepegawaian; 

8) Mengupayakan agar komunikasi dengan bawahannya dipastikan berjalan 

lancar; 

9) Top Manager Pengadilan Negeri Lubuklinggaumemfasilitasi dilakukannya 

Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali untuk memastikan 

kesesuaian, kecukupan dan keefektifan yang berkesinambungan penerapan 

sistem manajemen mutu Standard Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan 

Umum– ICPE; 

10) Top Manager mengadakan komunikasi internal dengan Panitera dan 

Sekretaris unitminimal2 (dua) kali dalam sebulan; 

 

1.12.2. TUGAS MANAGEMENT REPRESENTATIVE 

1) Mengembangkan sistem manajemen mutu sesuai persyaratan standar; 

2) Menjamin sistem dilaksanakan secara efektif pada semua fungsi; 

3) Menjamin sistem manajemen mutu dipertahankan; 

4) Menjamin sistem manajemen mutu diperbaiki terus menerus; 

5) Melaporkan hasil/ kinerja sistem manajemen mutu kepada Top Manager; 
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6) Mengupayakanpeningkatkan kesadaran/pemahaman pegawai dalam sistem 

manajemen mutu; 

7) Membina hubungan dengan pihak eksternal untuk hal-hal yang berkaitan 

dengan sistem manajemen mutu; 

8) Menyelenggarakan program pendukung untuk membudayakan kesadaran 

mutu keseluruh hakim/pegawai; 

9) Mengusulkan pelatihan-pelatihan yang diperlukan oleh hakim/pegawai; 

10) Memberikan penghargaan kepada Hakim, Panitera dan Sekretaris,pegawai 

yang berprestasi dalam kegiatan sistem manajemen mutu; 

11) Melakukan komunikasi mutu kepada seluruh hakim/pegawai; 

12) Mengkoordinasikan kegiatan internal audit dan survey kepuasan pelanggan; 

 

1.12.3. TUGAS TIM AUDIT INTERNAL 

1)  Melakukan audit internal untuk memastikan sistem manajemen mutu 

diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah 

direncanakan secara sistematis, objektif, terencana dan terdokumentasi 

serta mengedepankan integritas dan independensi; 

2) Membuat rencana audit dengan mempertimbangkantingkat kepentingan dan 

kekritisanunit yang akan diaudit; 

3) Melakukan audit sesuai dengan prosedur audit yang telah ditetapkan, yaitu 

6 (enam) bulan sekali; 

4) Mengevaluasi efektivitas hasil audit terdahulu; 

5) Melaporkan hasil audit internal kepada Management Representative; 

 

1.12.4. TUGAS TIM SURVEI KEPUASAN PELANGGAN 

1) Mengidentifikasi dan memahami persyaratan yang diminta oleh 

setiappelanggan; 

2) Tim survey kepuasan pelanggan bertanggung jawab 

untukmengkomunikasikan kepada seluruh staf unit mengenai persyaratan 

pelanggan; 
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3) Melakukan survei kepuasan pelanggan secara periodik; 

4) Membuat laporan hasil survei kepuasan pelanggan dan melaporkannya 

kepada Top Manager dan Management Representative; 

 

1.12.5. TUGAS DOCUMENT CONTROL 

1. DC bertanggung jawab mengendalikan seluruh Dokumen (Internal dan 

Eksternal) mulai dari Pengesahan, Penggandaan, Distribusi ke bagian yang 

terkait dan Penarikan serta Penghapusan Dokumen; 

2. MR dibantu DC harus memastikan Dokumen yang berlaku di Lingkungan 

Kerja Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan 

Umum adalah versi terbaru dan versi sebelumnya ditarik dari peredarannya; 

3. MR harus memastikan bahwa dokumen luar (Eksternal) yang masuk ke Tim 

Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 

dikenali dan pendistribusiannya terkendali; 

4. Penanggung jawab masing-masing Unit Proses bertanggung jawab dan 

mempunyai kewenangan membantu melaksanakan Implementasi 

Pengendalian Dokumen di Unitnya; 

5. Penanggung jawab masing-masing Unit Proses membantu memastikan 

hanya Dokumen terbaru (revisi terkini) dan Dokumen yang sesuai dengan 

aktivitasnya, terdapat di bagiannya; 

1.13. PROFIL PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU 

Pengadilan Negeri Lubuklinggauberkantor di JalanDepati Said, No.1, Kelurahan 

Tapak Lebar, Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau, dengan jurisdiksi 

meliputi 3 Kabupaten/Kota yaitu Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten 

Musi Rawas Utara, dengan total penduduk sekitar 815.000 jiwa sesuai dengan data 

tahun 2020.  

Pengadilan Negeri Lubuklinggau menyidangkan perkara data Oktober 2021 

berjumlah 800 perkara seluruhnya, Pidana 673 perkara, Perdata 127 perkara terdiri atas 

41 Gugatan, 29 Gugatan Sederhana dan 57 Permohonan, sementara pelayanan non 
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perkara berjumlah 1.994 layanan terdiri dari pendaftaran surat kuasa, dan surat 

keterangan. 

Untuk beban kerja tersebut Pengadilan Negeri Lubuklinggau menyediakan, 

sesuai dengan data November 2021, sumber daya manusia seluruhnya 52 orang terdiri 

dari PNS 35 orang, 9 orang honorer dan 8 orang sukarelawan. Dari jumlah PNS 35 

orang, didalamnya 11 orang hakim (termasuk Ketua dan Wakil), 8 orang 

Panitera/Penggganti (termasuk Panitera, Wakil Panitera, PanMud), 4 orang 

Jurusita/Pengganti, sisanya 4 orang sebagai supporting unit di Kepaniteraan. 

Kesekretariatan 8 orang tersebut terdiri dari 1 orang sekretaris, 3 orang Kasubbag, dan 

sisanya 4 orang staff. 

Pengadilan Negeri Lubuklinggauadalah pelaksana Kekuasaan Kehakiman pada 

peradilan umum tingkat pertama, yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok 

menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan 

kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

Pengadilan Negeri Lubuklinggaubertugas dan berwenang memeriksa, memutus 

dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan 

kewenangannya ditingkat pertama. 

Selain menjalankan tugas pokoknya Pengadilan Negeri Lubuklinggaudiserahi 

tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang, antara lain dapat memberikan 

keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Instansi Pemerintah di 

wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau,apabila diminta. 

Pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum, dikecualikan 

dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di 

Pengadilan. 

Berikut tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan Negeri Lubuklinggau: 

1. Pengadilan Negeri Lubuklinggaudipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh 

seorang Wakil Ketua, bertugas dan bertanggungjawab atas terselenggaranya 
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peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa 

Pengadilan. 

2. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya PimpinanPengadilan 

Negeri Lubuklinggauwajib memiliki kemampuan mengelola (managerial skill), 

yang meliputi pembuatan rencana kerja (planning), mengatur pelaksanaannya 

(organizing), menggerakkan (actuating) dan mengawasi pelaksanaannya 

(controlling). 

• Pengadilan Negeri Lubuklinggauwajib menguasai dan memahami dengan 

baik seluruh tugas-tugas meliputi unit teknis yustisial dan unit administrasi, 

baik administrasi perkara maupun administrasi umum dan tugas-tugas lain 

yang dibebankan oleh undang-undang, karena kesemuanya itu berada 

dalam lingkup tugas dan tanggungjawabnya; 

• Agar tugas-tugas berjalan lancar, Pimpinan Pengadilan harus mampu 

menciptakan koordinasi antar pimpinan unit struktural, mewujudkan 

keserasian kerja diantara para pejabat, menegakkan disiplin kerja, 

disamping juga mendorong dan memberikan kesempatan bagi warga 

Pengadilan untuk meningkatkan pengetahuan, antara lain dengan cara 

mengikuti kegiatan pertemuan-pertemuan ilmiah tingkat nasional maupun 

internasional, kursus-kursus dan lain sebagainya dan tidak menganggu 

pelaksanaan tugas; 

• Sesuai dengan sifat pimpinan yang menjadi sumber panutan bagi 

bawahannya, maka Pimpinan Pengadilan harus memiliki sifat 

ketauladanan dan karenanya wajib menjaga tingkah laku dan 

perbuatannya baik dalam dinas maupun diluar dinas untuk tidak 

menyimpang dari jalurnya; 

• Walaupun Pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya 

peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa 

Pengadilan, namun hal tersebut sulit terwujud bila tanpa didukung oleh 

kemauan dan kehendak baik dari pimpinan unit struktural dan pejabat 

peradilan lainnya; 
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• Karena itu sifat-sifat kepemimpinan perlu pula dimiliki oleh setiap unit 

struktural dan para pejabat lainnya, baik itu pejabat Kepaniteraan yakni: 

Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita, maupun 

pejabat Kesekretariatan yakni Sekretaris, Kepala Subbagian 

Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, dan Kepala Subbagian Umum 

dan Keuangan serta Kepala Subbagian Perencanan, Teknologi Informasi 

dan Pelaporan; 

3. Melaksanakan pembagian tugas antara Ketua dengan WakilKetua serta 

bekerja sama dengan baik.  

4. Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam 

rangka mewujudkan keserasian dan kerja sama antar sesama pejabat/petugas 

yang bersangkutan. 

5. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan 

rutin. 

6. Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan 

dengan para Hakim serta pejabat struktural, dan sekurang-kurang sekali dalam 

3 bulan dengan seluruh karyawan. 

7. Membuat/menyusun legal data tentang putusan-putusan perkara yang penting. 

8. Memerintahkan, memimpin dan mengawasi eksekusi sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

9. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan 

memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan, baik bagi para Hakim 

maupun seluruh pegawai. 

10. Melakukan pengawasan intern dan extern:  

• Intern: pejabat peradilan, keuangan dan material.  

• Extern: pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. 

11. Menugaskan Hakim untuk membina dan mengawasi unit hukum tertentu. 

12. Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk 

kepentingan peningkatan jabatan. 

13. Melaporkan evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaiannya kepada 
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Mahkamah Agung. 

14. Mengawasi pelaksanaan court calender dengan ketentuan bahwasetiap 

perkara padaasasnya harus diputus dalam waktu 5 bulan dan 

mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para Hakim. 

15. Mempersiapkan kader (kaderisasi) dalam rangka menghadapi alih generasi. 

16. Melakukan pembinaan terhadap organisasi Dharma Yukti Karini, Ikahi, Ipaspi. 

17. Melakukan koordinasi antar sesama instansi di lingkungan penegak hukum 

dan kerjasama dengan instansi-instansi lain serta dapat memberikan 

keterangan, pertimbangan dari nasehat tentang hukum kepada instansi 

Pemerintah di daerahnya apabila diminta. 

 

18. Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan 

menanggapinya bila dipandang perlu. 

Selanjutnya Ketua dan Wakil Ketua selain melaksanakan hal-hal yang telah 

diuraikan diatas, maka Pimpinan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan serta 

Sekretariat, sesuai dengan uraian tugas (job description) masing-masing, dibawah 

pimpinan dan koordinasi Ketua Pengadilan Negeri sebagai penanggung jawab dan 

pengelola, perlu memperhatikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya sebagaimana 

yang akan diuraikan dalam butir-butir berikut: 

 

1.13.1. PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG KETUA DAN WAKIL KETUA 

Dari uraian tugas yang telah disebutkan diatas, maka Wakil Ketua bertugas sebagai 

berikut: 

a. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka 

panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya. 

b. Mewakili Ketua bila berhalangan. 

c. Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua. 

d. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah 

dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta 

melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua. 
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1.13.2. TUGAS HAKIM 

a. Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek 

dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya. 

b. Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati apakah 

pelaksanaan tugas, umpamanya mengenai penyelenggaraan administrasi 

perkara perdata, pidana, dan bagian Kesekretariatan serta pelaksanaan 

eksekusi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 

melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan. 

c. Melakukan pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan 

putusan pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan melaporkannya kepada 

Mahkamah Agung. 

 

1.13.3. TUGAS PEJABAT KEPANITERAAN 

a.  PANITERA 

1. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka 

pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya. 

2. Mengatur pembagian tugas pejabat Kepaniteraan. 

3. Panitera dengan dibantu oleh Panitera Muda harus menyelenggarakan 

administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana 

maupun situasi keuangan perkara perdata. 

4. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, 

akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti 

dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan. 

5. Membuat akta dan salinan putusan. 

6. Menerima dan mengirimkan berkas perkara. 

7. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh 

Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan. 
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b. PANITERA MUDA 

1. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka 

pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya. 

2. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan 

pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan unitnya masing-masing. 

 

c. PANITERA PENGGANTI 

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta 

melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang 

bersangkutan. 

 

d. JURUSITA 

Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua 

Sidang dan/atau Panitera. 

 

1.13.4. TUGAS PEJABAT KESEKRETARIATAN 

 Tugas pokok Sekretariat adalah memberikan pelayanan administrasi umum 

kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Negeri Lubuklinggaudalam hal ini fungsi 

Sekretariat mencakup 3 (tiga) hal yaitu: 

a. MelakukanfungsiSubBagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana. 

b. Melakukan fungsi Sub BagianUmum dan Keuangan kecuali mengenai 

pengelolaan biaya perkara/uang titipan pihak ketiga. 

c. Melakukan fungsi Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan. 

 

Unit Sekretariatan ini dibagi dalam 3 (tiga) sub yaitu: 

• Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana. 

• Sub Bagian Umum, dan Keuangan. 

• Sub BagianPerencanaan, ITdan Pelaporan. 
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SEKRETARIS, bertugas: 

• Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, 

sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan 

Negeri; 

 

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN IT DAN PELAPORAN,bertugas: 

• Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, 

pengelolaan teknologi informasi dan statistik 

• pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan 

 

KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN 

TATALAKSANA,bertugas: 

• Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan unsur kepegawaian, penataan 

organisasi dan tatalaksana.  

 

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN, bertugas 

• Melaksanakan penyiapan pelaksaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, 

rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan 

serta pengelolaan keuangan. 
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STRUKTUR ORGANISASI 
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1.14. KEBIJAKAN MUTU PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU 

- Memberikan Pelayanan yang berkualitas bagi pencari keadilan dan 

masyarakat dengan tulus dan ikhlas; 

- Memberikan kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan; 

- Melakukan peningkatan pelayanan dengan tepat waktu; 

- Memenuhi persyaratan dan peraturan yang terkait dengan kegiatan 

Pengadilan Negeri Lubuklinggau; 

- Meningkatkan profesionalisme aparat Pengadilan; 

- Menyediakan sarana dan prasarana yang nyaman dan memudahkan 

masyarakat pencari keadilan; 

- Memahami permasalahan pencari keadilan dan memberikan solusi secara 

tepat; 

- Melakukan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap sistem 

Manajemen Mutu dan pelaksanaannya. 

 

1.15. RENCANA MUTU 

Rencana Mutu dalam LAMPIRAN B [contoh yang dapat dikembangkan 

dalam jabarannya sejenis action plan:Specific, Measurable, Achievable, Realistic, 

Timely (SMART) oleh pengadilan masing-masing untuk mencapai sasaran mutu 

yang telah ditetapkan] 

1.16. SASARAN MUTU PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU 

Sasaran Mutu dalam LAMPIRAN C [merupakan contoh, yang selanjutnya 

sasaran mutu dapat dikembangkan masing-masing pengadilan, namun standard 

minimum sasaran mutu harus memenuhi IKU]. 

1.17. MANAGEMENT RISIKO 

Management risiko setiap organisasi/perusahaan adalah berbeda-beda 

tergantung pada jenis/tipe business-nya.Dihubungkan dengan jenis 

businesspengadilan,yang lebih tepat mengadopsi beberapa jenis risiko yang 

diterapkan oleh jenis business perbankan. 
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Risiko operasional diartikan sebagai risiko akibat ketidakcukupan dan/atau 

tidak berfungsinya proses internal, akibat kesalahan manusia [factor internal], 

kegagalan system [factor inherent/bawaan], dan/atau akibat kejadian-kejadian 

eksternal [factor eksternal] yang memengaruhi kinerja operasional [pengadilan]. 

Risiko kepatuhan merupakan risiko kerugian terhadap [keuangan] maupun 

[kinerja] yang disebabkan [pengadilan] tidak mematuhi atau tidak melaksanakan 

peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal/eksternal yang telah 

[ditetapkan]. 

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan 

pengguna layanan pengadilan yang bersumber dari persepsi negative terhadap 

[pengadilan]. 

Managemen resiko dalam LAMPIRAN [menggambarkan beberapa risiko 

selanjutnya pengadilan-pengadilan yang bersangkutan dapat menetapkan 

manajemen risiko masing-masing]. 
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2. PEMETAAN PROSES BISNIS 
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3. IMPLEMENTASI KRITERIA 

Dalam sistem manajemen mutu Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri 

terdapat kriteria yang digunakan yaitu kriteria 1 sampai dengan kriteria 7. 

 

3.1. KRITERIA 1- KEPEMIMPINAN DAN MANAGEMEN (LEADERSHIP AND 

MANAGEMENT) 

Kepemimpinan yang memberi inspirasi dan manajemen yang proaktif 

dalamorganisasi sangat penting untuk mendapat pengadilan yang sukses dan 

unggul.Hal ini berlaku untuk semua tingkatan dalam organisasi. Kepemimpinan dan 

management  adalahlandasan penting untuk bergerak melampaui status quo,misalnya 

melaksanakan reformasi birokrasi, dengan caramenghargai dan mempromosikan 

perlunya peningkatan kualitas,efektivitas, dan efisiensi layanan.  

Sebenarnya, kepemimpinan yang kuat memastikanbahwa  pengadilan tidak 

beroperasi dalam suatu keadaan yang terisolasi  darimasyarakat luas dan mitra 

eksternalnya.  Organisasi pengadilan yang unggul dengan hasil kinerja yang luar 

biasahanya dapat diwujudkan dengan kerjasama dengan organisasi laindanmitranya 

yang membawa dampak terhadapkinerja pengadilan sepertilembaga penuntut umum, 

instansi pemerintah,profesi lokal hukum, polisi, dan dukungan kelompok pengguna 

lainnya. 

Kepemimpinan yang kuat juga mengisyaratkankreasi dari kemampuan  

management yang sangat professional dalam pengadilanserta fokus pada inovasi dalam 

pengadilan danantisipasi terhadap perubahan-perubahan dalam masyarakat (yang 

dapat menyebabkanperubahan tuntutan untuk layanan peradilan). Di sebagian 

besarnegara,  ketua pengadilan adalah hakim dengan keahlian tingkat tinggi dibidang 

peradilan. Hal ini tidak secara otomatis menjaminbahwa mereka juga manajer terbaik 

untuk pengadilan.Pemimpin pengadilan perlu meningkatkan pendidikan pascasarjana 

atau kursus management untuk meningkatkan keterampilan manajemen mereka untuk 

menciptakan pengadilan yang unggul. 
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Kepemimpinan yang kuat mengisyaratkan perlunya pengawasan agar 

kegiatan/aktifitas organisasi terkendali.Pengawasan bertujuan agar bawahan bekerja 

secara efektif dan efisien serta berperilaku sesuai kode etik dan peraturan perundang-

undangan.Pengawasan di pengadilan meliputi pengawasan melekat dan pengawasan 

fungsional. 

Inovasi dan fleksibilitas merupakan suatumutu yg penting bagi organisasi 

pengadilan karena perubahan social adalah suatu fakta kehidupan: 

misalnya,pertumbuhanmobilitaspenduduk, internasionalisasi,perubahan iklim ekonomi, 

variasi dalam tingkat kejahatantarifdan modifikasi hukum.Manajer pengadilan yang baik 

dapat mengantisipasi dan mengenali perubahan. Manager secara aktif melibatkan 

semuastaf dan hakim dalam mengidentifikasi tantangan dan solusi. Maneger mencoba 

untuk mengubah proses kerja dan struktur organisasiserta  menerapkan solusi yang 

inovatif yang membawa dampak kepada peningkatan hasil dan tingkat kualitas kinerja 

yang tinggi. 

Langkah-langkah lain dari kepemimpinan yang kuat meliputi 

'keterbukaan'organisasi dan pertanggungjawaban yang jelas. Ini berarti 

bahwapengadilan secara teratur mempublikasikan hasil kinerjanya dan 

memberikaninformasi tentang layanannya, proses dan perbaikan. 

Kepemimpinan pengadilan yang kuat menyiaratkan pelaksanaan orientasi 

eksternal dari pengadilan, budaya manajemen yang proaktif dan profesional, 

akuntabilitas dan keterbukaan, melihat sekeliling untuk inovasi dan respon yang proaktif 

terhadap perubahan dalam masyarakat. 

 

3.1.1. KOMITMEN KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PENGADILAN 

Pengadilan Negeri Lubuklinggaubertekad untuk menjalankan sistem manajemen 

mutu secara konsisten dan konsekuen untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran 

yang diinginkan. Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggaumewajibkan kepadaPanitera 

dan Sekretaris untuk: 
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a. Memahami sistem manajemen mutu dan menjalankannya secara 

konsisten. 

b. Mengkomunikasikan kepada pegawai (pelaksana) tentang pentingnya 

mutu dankepuasan pelanggan. 

c. Mensosialisasikan kebijakan mutu dan sasaran – sasaran yang ingin 

dicapai 

d. Melakukan evaluasi untuk melihat efektifitas sistem manajemen mutu. 

e. Memastikan tersedianya sumberdaya untuk mendukung pelaksanaan 

sistem 

f. Memastikan perbaikan terus menerus dilakukan pada semua aspek 

kegiatan. 

Dokumen terkait: 

Komitmen Bersama Hakimdan PegawaiPengadilan Negeri Lubuklinggau. 

 

3.1.2. KEBIJAKAN MUTU 

Kebijakan Mutu merupakan pandangan dan kebijakan manajemen terhadap mutu 

yang sesuai dengan tujuan organisasi yaitu agar selalu dapat memenuhi harapan dan 

memuaskan pelanggan, serta dapat memenuhi semua peraturan yang berlaku. 

Kebijakan Mutu yang merupakan perwujudan komitmen darimanajemen puncak dalam 

memenuhi persyaratan, baik persyaratan pelanggan maupun persyaratan peraturan dan 

perundang-undangan dan terus-menerus meningkatkan keefektifan sistem manajemen 

mutu, dikomunikasikan dan dimengerti oleh segenap hakim dan pegawai Pengadilan 

Negeri Lubuklinggau. 

Kebijakan Mutu yang ditentukan, dapat menjadi kerangka untuk menetapkan dan 

meninjau Sasaran Mutu secara berkelanjutan.  

Kebijakan Mutu perlu ditinjau agar terus-menerus sesuai dengan tujuan 

organisasi yang dideskripsikan melalui Visiorganisasi.  
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Mengingat perkembangan teknologi dan sistem yang dinamis, manajemen akan 

selalu meninjau sistem mutu dan operasinya, termasuk Kebijakan Mutu dan Sasaran 

Mutunya agar selalu dapat mengikuti perkembangan tersebut. 

Selaras dengan hal itu, organisasi menjalankan sistem yang mengedepankan 

perbaikan berkelanjutan (continual improvement) terhadap keefektifan sistem 

manajemen mutu pada semua aktivitasnya, melalui pembinaan hubungan dengan 

pelanggan agar dapat diketahui lebih jauh harapan pelanggan. 

Pernyataan Kebijakan Mutu dipasang di tempat-tempat yang strategis di kawasan 

Pengadilan Negeri Lubuklinggaudan diadakan penyuluhan kepada seluruh hakim dan 

pegawai agar Visi, Misi, Motto, Perilaku Pelayanan, Kebijakan Mutu organisasi ini 

dipahami, diterapkan dan dipelihara seluruh hakim dan pegawai dari semua tingkatan.  

 

3.1.3. TANGGUNG JAWAB,WEWENANG DAN KOMUNIKASIPEGAWAI 

PENGADILAN DAN MASYARAKAT 

Tugas, tanggung jawab & wewenang Pimpinan, Hakim dan pegawaidiatur 

dengan jelas dan terdokumentasi khususnya pegawai yang melaksanakan pekerjaan 

yang terkaitdengan mutu dan kepuasan pelanggan : 

1. Setiap pegawai, hakim/panitera dan sekretaris dipastikan memahami tugas, 

tanggung jawab dan wewenangnya. 

2. Uraian tugas, tanggung jawab & wewenang dibuat Top Manajemen dibantu 

oleh unit kepegawaian. 

3. Dokumen Uraian tugas dipegang oleh pegawai yang bersangkutan dan 

salinan disimpan oleh unit kepegawaian. 

4. Dokumen uraian tugas harus dikendalikan, isinya diperbarui bila terjadi 

perubahanpekerjaan. 

5. Uraian tugas dibuat berdasarkan nama nama posisi yang ada dalamstruktur 

organisasipadamasing-masing Unit. 

6. Penggunaan nama posisi/job titledikoordinasikanoleh Unit kepegawaian 
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Dokumen terkait: 

1. Susunan Organisasi Pengadilan Negeri Lubuklinggau. 

2. Uraian tugas Hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Lubuklinggau. 

3.1.4. MANAGER REPRESENTATIF (MR) 

Manager Representatif adalah seorang hakim(Wakil Ketua Pengadilan) yang 

ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggauyang bertanggung jawab untuk 

menjamin kesesuaian dan efektivitasimplementasisistem manajemen mutu. 

Manager Representatif mendapat otoritas yang cukupuntuk menjalankan tugas 

dan tanggung jawabnya sebagai berikut:  

1. Mengembangkan sistem manajemen mutu sesuai persyaratan standar; 

2. Menjamin sistem dilaksanakan secara efektif pada semua fungsi; 

3. Menjamin sistem manajemen mutu dipertahankan; 

4. Menjamin sistem manajemen mutu diperbaiki terus menerus; 

5. Melaporkan hasil/ kinerja sistem manajemen mutu kepada Top Manager; 

6. Mengupayakan peningkatkan kesadaran/pemahaman karyawan dalam 

sistem manajemen mutu; 

7. Membina hubungan dengan pihak eksternal untuk hal-hal yang berkaitan 

dengansistem manajemen mutu; 

8. Menyelenggarakan program pendukung untuk membudayakan kesadaran 

mutu keseluruh pegawai; 

9. Mengusulkan pelatihan-pelatihan yang diperlukan oleh pegawai; 

10. Memberikan penghargaan kepada Panitera, Sekretaris, pegawai, hakim yang 

berprestasi dalam kegiatan sistem manajemen mutu; 

11. Melakukankomunikasimutu kepada seluruh hakim dan pegawai; 

12. Mengkoordinasikan kegiatan internal audit dan survey kepuasan pengguna 

Dokumen terkait: 

1. Uraian tugas & tanggung jawab MR. 

2. PM Tinjauan Manajemen. 

3.  Sasaran Mutu (Lampiran). 
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3.1.5. KOMUNIKASI INTERNAL 

Komunikasi internal Pengadilan Negeri Lubuklinggauantar pimpinan/pegawai/ 

hakim merupakan kegiatan yang sangat penting untuk menunjang mekanisme kerja, 

karenanya sistem komunikasi dipastikan diatur dengan baik dan menekankan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Top Manager mengupayakan agar komunikasi dengan bawahannya 

dipastikanberjalan lancar; 

2. Komunikasi diarahkan untuk peningkatan pemahaman bawahannya 

mengenai sistem manajemen mutu; 

3. Komunikasi diarahkan agar pegawai memahami target-target pekerjaan 

yang ingin dicapai; 

4. Komunikasi diarahkan untuk memastikanpersyaratan yang telah ditetapkan 

dipenuhi; 

5. Komunikasi internal diatur secara sistematis dan terdokumentasi; 

6. Komunikasi internal untuk menjelaskan sistem manajemen mutu kepada 

hakim dan pegawai; 

7. Komunikasi internalmembangunkesadaran mutu demi kepuasan pengguna 

pengadilan; 

8. Penyelenggaraan rapat dapat terkoordinasi dan diatur dengan baik; 

9. Top Manager mengadakan komunikasi internal dengan Panitera dan 

Sekretarissetiap bulan; 

10. Panitera dan Sekretaris mengadakan komunikasi internal dengan anggota 

Unit setiap bulan; 

Dokumen terkait: 

PM Komunikasi Internal 
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2.1.6. KOMUNIKASI EKSTERNAL 

Komunikasi eksternal adalah proses berbagi informasi atau pesan antara 

pimpinan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan pihak luar/instansi lain (seperti 

Kejaksaan, Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan) sehingga didapatkan suatu 

pengertian yang sama terhadap pesan atau informasi yang dimaksud agar tercipta 

hubungan kerja sama antara Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan instansi 

lain/pihak lain dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.Oleh karena itu Top 

Maneger perlu: 

1. Mengupayakan agar komunikasi dengan instansi/pihak lain berjalan dengan 

lancar. 

2. Komunikasi diarahkan untuk peningkatan pemahaman yang sama untuk 

pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. 

DOKUMEN TERKAIT 

PM Komunikasi Eksternal. 

 

2.1.7. TINJAUAN MANAJEMEN TERHADAPSISTEM, STANDAR KINERJA 

DANUMPAN BALIK DARI PENGGUNA 

Umum 

Evaluasi merupakan kegiatan manajemen yang sangat penting dalam rangka 

pengendalian suatu proses dan kinerja termasuk evaluasi dalam implementasi Sistem 

Manajemen Mutu. 

Input 

 Top Manager Pengadilan Negeri Lubuklinggaumelaksanakan Rapat Tinjauan 

Manajemen6bulansekali.Rapat Tinjauan Manajemen dipastikan 

terdokumentasi/dinotulenkan  

1) Agenda dan materi ditentukan jauh hari sebelum RapatTinjauan 

Manajemendilaksanakan. 

2) Materi rapat disiapkan oleh Manager Representatif. 
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3) Agenda rapat tinjauan manajemen mencakup antara lain hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Hasil audit internal; 

2. Umpan balik/keluhan pengguna/survey kepuasan pengguna; 

3. Kinerja proses/hasil pelayanan/pencapaian sasaran mutu; 

4. Hasil tindakan perbaikan/pencegahan; 

5. Tindak lanjut dari hasil tinjauan sebelumnya; 

6. Rencana perubahan/perbaikan sistem manajemen mutu; 

Output 

1. Hasil rapat tinjauan manajemen dibagikan kepada pihak-pihakyang 

berkepentingan (per unit); 

2. Hasil rapat tinjauan manajemen memuat keputusan/kesimpulan 

mengenai tindakan-tindakan yang perlu diambil; 

3. Tata cara melaksanakan tinjauan manajemen diuraikan dalam prosedur 

rapat tinjauan manajemen; 

Dokumen terkait: 

PM Tinjauan Manajemen. 

 

2.1.8. ROLE MODELS 

 Pengadilan Negeri Lubuklinggaudalam mewujudkan komitmen melalui leadership 

dalam bentuk Role Models, Ketersediaan sumberdaya dan pembinaandengan 

melibatkan seluruh level manajerial. 

 

2.2. KRITERIA 2- ORIENTASI PENGGUNA PELAYANAN PENGADILAN 

(CUSTOMER FOCUS) 

Customer fokus meliputi Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan, 

Pelayanan pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada 

pengadilan. 
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8.2.1. KEBUTUHAN DAN KEPUASAN PENGGUNA PENGADILAN 

Penelitiansecara konsisten menunjukkan bahwa persepsi publik yang 

menggunakan pengadilan lebih dipengaruhi oleh bagaimana mereka diperlakukan dan 

apakah proses berjalan adil, daripada apakah mereka menerima hasil yang 

menguntungkan atau tidak menguntungkan. Dengan demikian, salah satu aspek penting 

dari pendekatan kualitas dan 'pencapaian Excellent' adalah bahwakebutuhan dan 

persepsi pengguna pengadilan perlu untuk diperhitungkan.  

Pengguna pengadilan, anggota masyarakat dan pihak yang ada urusannya, 

menggunakan layanan pengadilan (misalnya, berperkara, saksi, korban kejahatan, 

mereka yang mencari informasi atau bantuan dari staf pengadilan) dan mitra profesional 

(pengacara, jaksa penuntut umum, agen penegakan hukum, lembaga pemerintah, ahli 

pengadilan dan penerjemah pengadilan). Dengan demikian, langkah-langkah harus 

mengatasi tidak hanya tingkat kepuasan dari hasil proses peradilan pidana, tetapi juga 

tingkat kepuasan dengan bagaimana para pihak, saksi, dan pengacara diperlakukan 

oleh hakim dan staf pengadilan. Keahlian para hakim dan staf,keadilan dan kemampuan 

untuk memahami prosedur pengadilan dan putusan-putusan juga harus diperhitungkan. 

Informasi ini harus digunakan untuk meningkatkan kualitas dan proses yang disediakan 

oleh pengadilan. 

 

8.2.2. KEPERCAYAAN DAN KEYAKINAN MASYARAKAT TERHADAP 

PENGADILAN 

Secara umum, kepercayaan dan keyakinan publik yang tinggi terhadapperadilan 

merupakan indikator keberhasilan kinerja dari pengadilan. Kurangnya korupsi, 

keputusan pengadilan berkualitas tinggi, menghormati hakim, persidangan tepat waktu 

dan proses yang transparan akan meningkatkan kepercayaan publik di peradilan.  

Kepercayaan masyarakat yang tinggiakan meningkatkan kepatuhan secara 

sukarela terhadap putusan pengadilan, memperkuat rasa hormat terhadap supremasi 

hukum dan meningkatkan dukungan untuk penyediaan sumber daya untuk memenuhi 
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kebutuhan pengadilan. Pengadilan yang unggul secara sistematis mengukur tingkat 

kepercayaan publik dan keyakinan terhadap peradilan dan staf pengadilan. Tanpa 

kepercayaan publik pengadilan tidak mampuberfungsi sebagai pengadilan yang efektif. 

Dokumen terkait: 

SOP Sidang Tepat Waktu. 

SOP Hakim. 

SOP Panitera Pengganti. 

Standard Pelayanan Pengadilan. 

 

8.2.3. PELAYANAN PENGADILAN YANG TERJANGKAU 

Pengadilan yang excelent adalah pengadilan biaya murah dan mudah diakses 

untuk berperkara. Biaya pengadilan tidak menghalangi masyarakat mengakses proses 

peradilan, prosedur dan persyaratan yang rumit tidak meningkatkan biaya berperkara 

dan bentuk dan informasi dasar yang komprehensive tentang proses pengadilan sudah 

tersedia. 

Akses secara fisik mudah dan nyaman. pengguna pengadilan dapat dengan 

mudah mencapai area pengunjung umum ruang sidang. arah di pengadilan jelas 

ditampilkan dan titik pusat informasi memandu pengguna pengadilan kebagian-bagian 

yang diperlukan di pengadilan. Keamanan dijamin, tetapi langkah-langkah keamanan 

yang berlebihan tidak membuat berperkara merasa tidak nyaman.Pengadilan 

menggunakan teknologi informasi untuk memungkinkan pengguna pengadilan dipandu 

di pengadilan (melalui informasi umum di pengadilan, proses pengadilan, dan biaya 

pengadilan),pengajuan secara elektronik, dan penggunaan videoconference. 

Dokumen terkait: 

SK Biaya Perkara. 

SOP Posbakum. 

Denah Bangunan Pengadilan. 

SOP Pelayanan Terpadu (One Stop Service). 

SOP Pengamanan. 

E-Dokumen di Kios Informasi (komputer untuk publik). 
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SOP Penerimaan Pengguna Layanan Pengadilan. 

 

Jajaran manajemen dan pegawai khususnya unit yang terkait dengan pelanggan 

berkewajiban memiliki pengetahuan yang baik tentang pelanggan.Tim Survey Kepuasan 

Pelanggan Pengadilan Negeri Lubuklinggauyang bertanggung jawab untuk: 

1. Mengidentifikasi dan memahami persyaratan yang diminta oleh setiap 

pelanggan. 

2. Tim survey kepuasan pelanggan bertanggung jawab untuk 

mengkomunikasikan kepada seluruh staf unit mengenai persyaratan 

pelanggan. 

3. Tiap unitbertanggung jawab untuk: 

a. Mengkoordinasikan kegiatan berikutnya secara terkendali. 

b. Mengkomunikasikan kepada seluruh staf Unit mengenai target-

target/persyaratan pelanggan dan memastikan semua terpenuhi. 

4. Pelanggan di Pengadilan Negeri Lubuklinggauadalah pengguna pengadilan 

yang meliputi masyarakat pencari keadilan, instansi terkait seperti (Kepolisian, 

Kejaksaan, Rumah Tahanan Negara, PemerintahDaerah Kabupaten 

Lubuklinggau, Pengadilan Negeri lain, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, 

Media massa maupun Lembaga Sosial Masyarakat.  

Dokumen terkait: 

1. PM Identifikasi Persyaratan Pengguna Pengadilan. 

2. PM Survey Kepuasan Pelanggan. 

 

Proses Yang Berkaitan Dengan Pengguna 

Sebelum merealisasikan proses pelayanan, Manager Representatif harus lebih 

dahulu: 

1) Memahamisecara jelas semua persyaratan yang diminta pengguna 

pengadilan; 
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2) Melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait termasuk dengan Panitera 

dan Sekretaris untuk pembahasan semua persyaratanpengguna 

pengadilan; 

3) Memastikan semua sumberdaya yang diperlukan tersedia; 

4) Memastikan hasil pembahasan persyaratan pengguna pengadilan 

terdokumentasi; 

5) Hasil pembahasan semua persyaratan pengguna pengadilan 

dikomunikasikan kepada semua unitterkait secara tertulis; 

6) Bilamana adaperubahan persyaratan pelayanan baik atas permintaan 

pengguna pengadilan maupun atas inisiatif fungsi intern, maka harus ada 

persetujuan perubahan dari Manager Representatif sebelum perubahan 

dilaksanakan; 

7) Bila perubahan disetujui maka, fungsi-fungsi yang terkaitdiberitahukan 

mengenai perubahan persyaratan tersebut; 

8) Setiap perubahan mengenai persyaratan pengguna pengadilan/persyaratan 

pelayanan dipastikan dicatat; 

 

Dokumen terkait: 

1 PMIdentifikasi Persyaratan Pengguna Pengadilan. 

2 PM SurveyKepuasan Pengguna Pengadilan. 

3 Standar Pelayanan Pengadilan. 

4 SOPSub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana. 

 

Komunikasi Pengguna Pengadilan 

Melakukan peninjauan terlebih dahulu untuk memastikan kemampuannya dalam 

memenuhi permintaan pengguna pengadilan 

1. Melakukan komunikasi dengan pengguna pengadilan. Setiap kali melakukan 

komunikasi harus selaludicatat. 

2. Komunikasi dengan pengguna pengadilan diarahkan untuk memahami 

kebutuhan/persyaratan pengguna pengadilanantara lain untuk: 
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• Mendapatkan konfirmasi/persyaratan pelayanan yang diinginkan 

pengguna pengadilan. 

• Menjawab pertanyaan-pertanyaanpengguna pengadilanmengklarifikasi 

ketidakjelasanmengenai persyaratan pengguna pengadilan. 

• Membahas masukan/usul/saran/keluhan pengguna pengadilan 

3. Catatan hasil komunikasi dengan pengguna pengadilan disimpan. 

Dokumen terkait: 

1.PMKomunikasi dengan Pengguna Pengadilan. 

2. PM Penanganan Keluhan Pengguna Pengadilan. 

 

Milik Pengguna 

Barang milik pengguna pengadilan adalah uang titipan pihak ketiga pada 

pengadilan negeri terdiri dari: 

1. Uang titipan pihak ketiga sebagai panjar biaya proses penyelesaian perkara 

perdata, dan 

2. Uang titipan pihak ketiga lainnya, diantaranya: 

a. Uang konsinyasi, yakni uang yang dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan 

Tingkat Pertama oleh pihak/orang yang mempunyai kewajiban untuk 

membayar (debitur) karena pihak/orang yang berhak menerima 

pembayaran (kreditur) tidak mau menerima. 

b. Biaya eksekusi putusan, merupakan uang persediaan untuk membiayai 

pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 

Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan pengadilan 

secara sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta bantuan 

pengadilan untuk mengeksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum 

tetap. Semua biaya yang dikeluarkan untuk eksekusi tersebut dibebankan 

kepada pihak yang kalah, namun sebelumnya dibayar oleh pemohon 

eksekusi sebagai uang panjar. 
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c. Barang bukti berupa uang atau surat-surat berharga yang tidak ikut 

dilampirkan dalam berkas perkara pidana yang wajib disegel dan 

dititipkan/disimpan di Pengadilan Negeri. 

Uang jaminan penangguhan penahanan, yakni uang yang 

dititipkan/disimpan di Pengadilan Negeri dalam rangka permohonan 

penangguhan penahanan terdakwa pada perkara pidana yang jumlahnya 

ditentukan Hakim dengan memperhatikan berat ringannya tindak pidana 

yang didakwakan kepada terdakwa, kedudukan terdakwa/penjamin dan 

kekayaan yang dimilikinya. Apabila terdakwa melarikan diri dan setelah 

lewat waktu tiga bulan tidak ditemukan maka uang jaminan tersebut 

berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri menjadi milik negara 

dan disetor ke Kas Negara. 

d. Pengembalian milik Pengguna  

Pengembalian milik Pengguna meliputi pengembalian uang sisa biaya 

perkara, biaya eksekusi, pemberian uang konsinyasi kepada pihak yang 

berkepentingan, dan pengembalian barang bukti kepada yang berhak. 

 

Pemeliharaan Produk 

1) Yang dimaksud dengan produk adalah barang/jasa yang digunakan oleh 

Pengadilan Negeri Lubuklinggauuntuk memberikan pelayanan dan hasil 

dari pelayanan. 

2) Barang/jasa pada semua tahapan proses dijaga kondisinya dan 

dipertahankan kesesuaiannya selama penyimpanan, selama proses 

pelayanan. 

3) Selamabarang ditangani secara internal, harus dilengkapi identifikasi 

secara jelas.  

4) Prosedur penanganan, pengemasan, penyimpanan dan 

pengamananbarang selama dalam proses pra-pelayanan harus dibuat 

dengan jelas dan terdokumentasi. 
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Dokumen terkait: 

SOP Panitera Muda Pidana. 

SOP Panitera Muda Perdata. 

Standar Pelayanan Pengadilan. 

 

8.3. KRITERIA 3- PROSES ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN (PROCESS AND 

COURT PROCEEDINGS) 

Proses administrasi dan persidangan perkara di pengadilan dikelola oleh 

Kepaniteraan pengadilan. Proses pengadilan yang adil, efektif dan efisien adalah 

indikatorkeunggulan pengadilan.Pelaksanaan proses persidangantergantung pada 

kualitas aturan pengadilan (dan hukum acara),pengawasan yudisial, penerapan aturan 

dan dukungan sarana dan prasarana pengadilan(termasuk teknologi). Pengadilan 

yangexcellent melakukan riview terhadap prosesdan melakukan identifikasi aspek-

aspek dari proses persidanganuntuk tujuan perbaikanyang didasarkan pada analisis dan 

deskripsi kinerja Ketepatan waktu dan kecermatan sangat penting. 

Lamanya proses litigasi harus terus-menerusdimonitor termasuk kasus yang 

tertunda, yang sedang diproses,telah melebihi jangka waktu.Langkah yang tepat 

harusdiambil dalam situasi di mana jangka waktu telah melebihi yang telah ditetapkan. 

Standard operasi prosedure dari pengadilan yang excellent terdiri dari unsur penting 

seperti kesepakatan standard waktu, penetapan jadwal sidang dalamperkara perdata, 

peran aktif darihakim terhadap management waktu, pembatasan  

penundaanpersidangan, metode penjadwalan sidang yang efektifdan manajemen kasus 

yang berbeda dan jika memungkinkan, teknik penyelesaian sengketa alternatif. 

Persidangan pengadilan yang efisien dan efektif juga membutuhkanpembagian 

kerja yang efisien antara hakim dan stafpengadilan.Hakim harus fokus pada 

persidangan.Stafpengadilanharus berurusan dengan aspek administrasi dan tugas-

tugas judisial yang ringan.Di pengadilan yang excellent fungsi non-yudisialhakim adalah 

terbatas dan hakim harus mencoba untuk meminimalkantugas-tugas panitera pengganti 
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dalam memimpin persidangan, tanpa mengurangi partisipasi sebagaimana mestinya 

dari hakim dalam persidangan, management  dan kebijakan yang perlu dilakukan.  

Demikian pula,  hakim tidak memberikan kepada panitera pengganti untuk  

mengurusi substansi hukum dan hukum  acara dalam pembuatan putusaan. 

Pengadilanyang excellent memiliki proses persidangan yang adil dan tepat waktu.Perlu 

diberikan perhatian yang banyak untuk memastikan ketepatan waktu dan 

menghilangkan atau mengurangi backlog kasus. Pembagian  kerja yang efisien antara 

hakim dan staf pengadilan digunakan untuk mendukung pengikisan perkara. 

8.3.1. PENGENDALIAN PRODUK DAN PENYEDIAAN PELAYANAN 

1) Proses pelayanan dipastikandijalankansecara terkendali.  

2) Pengendalian pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan di masing-

masing Unit.  

3) Tiap Unit menyediakan standar pelayanan untuk setiap tindakan yang 

dipandang perlu. 

4) Standar pelayanan dibuat untuk membimbing petugas pelaksana agar dapat 

melaksanakan proses pelayanan sesuaiyang direncanakan. 

5) Peralatanyang diperlukan untukproses pelayanan dipastikan tersedia dan 

memenuhi persyaratan. 

6) Pemantauan pelayanan dilakukan oleh Panitera dan Sekretaris. 

Dokumen terkait: 

SOP masing-masing unit. 

 

8.3.2. VALIDASI PROSES UNTUK PRODUK DAN PENYEDIAAN PELAYANAN 

1) Proses pelayanan dipastikan divalidasi sebelumdilaksanakan  

2) Validasi diarahkan untuk mengkonfirmasi dan membuktikan bahwa proses 

yang akan dijalankan memilikikemampuan untuk mencapai hasil yang 

disyaratkan 
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3) Pelaksanaannya dikerjakan oleh personil yang ditugaskan sebagai 

penanggung jawab pelaksana standar pelayanantersebut oleh Panitera dan 

Sekretaris. 

Dokumen terkait: 

SOP masing-masing unit. 

 

8.3.3. IDENTIFIKASI DAN KETELUSURAN 

1) Semua tahap–tahap pelayanan harus dipastikan diberikan identifikasi secara 

jelas.  

2) Semua catatan pengguna pengadilan dan catatan lain yang terkait dengan 

pelayanan harus dipastikan diberikan identifikasi secara jelas. 

3) Cara identifikasi harus dituangkan dalam standar pelayananpengendalian 

dokumen dan pengendalian rekaman. 

4) Identifikasi dimaksudkan untuk menghindari kesalahan atau ketidak-

sesuaian yang tidak diinginkan. 

5) Bilamana persyaratan ketelusuran merupakan suatu keharusan yang 

dipersyaratkan oleh pengguna pengadilan maka identifikasi wajib 

dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang diminta pengguna pengadilan 

pada semua tahapan 

6) Cara identifikasi diatur dalam standar pelayananpengendalian dokumen dan 

pengendalian rekaman. 

Dokumen terkait: 

1) PM Pengendalian Dokumen. 

2) PMPengendalian Rekaman. 

 

8.3.4. PENGENDALIAN PERALATAN PENGUKURAN / PEMANTAUAN 

a) Peralatan yang dipergunakan untuk pemantauan/pengukuran/pengujian 

pelayanan harus dikendalikan dan diinventariskan. 
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b) Pengendalian diarahkan untuk memastikan peralatan yang dipergunakan 

berada dalam kondisi layak pakai. 

c) Prosedur pemantauan/pengukuran/pengujian harus dibuat . 

d) Peralatan pengukuran/pemantauan harus dilindungi dari kerusakan selama 

penanganan, pemeliharaan dan penyimpanan. Kriteria ini dikecualikan 

karena Pengadilan Negeri Lubuklinggautidak mempergunakan peralatan 

untuk pemantauan/pengukuran/pengujian. 

 

8.3.5. CASE AND PROCEEDINGS MANAGEMENT 

Management perkara/permohonan dan persidangan yang cepat dan tepat 

waktu tanpa mengurangi rasa keadilan kepada masyarakat. 

Dokumen terkait: 

1) PM Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan. 

2) SOP masing-masing unit. 

 

8.4. KRITERIA 4-STRATEGI PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN (STRATEGIC 

PLANNING AND POLICIES) 

 Praktek pembuatan, pelaksanaan dan penilaian kebijakan pengadilan adalah 

sangat penting untuk manajemen yang efektif dan kepemimpinan yang kuat. Ini 

menyiratkan bahwapengadilan secara sistematis mengumpulkan informasi 

tentangkinerjanya, perubahan dalam masyarakat, dan kebutuhan dankeinginan 

pengguna pengadilan dan mitra eksternal dari pengadilan.Ini jelas memerlukansystem 

manajemen informasi yang tepatuntuk pendaftaran dan pelaksanaan proses data yang 

tersedia untuk dianalisis. Pengadilan yang excellent menggunakan sistemkebijakan dan 

perencanaan untuk mewujudkan tujuan yang telahdirumuskan dalam hal 

kinerjapengadilan dan kualitas. 

 Perencanaan kedepan adalah fundamental untuk menetapkan tujuan yang 

jelas,target danrencana untuk perbaikan. Pengadilan yang excellent secara 

aktifmelibatkan hakim dan staf danberkonsultasi secara meluas dengan pengguna 
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pengadilandan pihak terkait untukmengembangkan kebijakandan pendekatan-

pendekatan baru untukperbaikan pengadilan. Perencanaan harus didasarkan pada 

komitmen mempergunakan data daninformasi yang akurat dan dapat dipercaya  untuk 

memastikanstrategi, perencanaan dan kebijakan yang didukung oleh suatu dasar 

buktiyang kuat. Prosesperencanaan perlu memastikan nilai-nilai pengadilan secara 

melekat dibangun ke dalam perencanaan  dan kebijakan. 

 Pengadilan yang excellent secara aktif menggunakan kebijakan pengadilan 

sebagai alat untukmeningkatkan kinerja dan memastikan pelayanan prima.Kebijakan 

peradilan dapat fokus pada penguatan nilai-nilai tertentuatau realisasi tujuan yang 

jelas.Suatu kebijakan, misalnya, dapat bertujuan untuk memperkuat kesatuan hukum 

denganmemperkenalkan pedoman untuk perkara jenis tertentu.Dalam proses perkara 

perdata, suatu kebijakan dapat mendorong hakim untuk mengambilperan aktif dalam 

penerapan danpenegakan standar untuk penyerahan dokumen atau bukti baru. Dalam 

proses perkara  pidana, sebuahdaftarataukebijakanpenundaan dapat digunakan untuk 

membantu mengurangijumlah penundaan persidangan pengadilan. Yang jelaskebijakan 

pembebasan biaya dapat meningkatkan aksesibilitas ke pengadilan.Pengadilan yang 

excellent merumuskan, melaksanakan dan menilai kebijakan dan strategi yang jelas 

untuk mencapai tujuan kinerjauntuk efisiensi dan kualitasPengadilantelah 

menetapkannya pada tahap awal. 

 

8.4.1. PERENCANAAN 

Sasaran Mutu 

Sasaran Mutu menggambarkan parameter-parameter yang terukur dengan 

penetapan target yang relevan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penerapan 

proses-proses yang sudah ditetapkan.  

Sasaran Mutu yang ditetapkan selalu terukur, konsisten dan searah dengan Visi, 

Misi, Motto, Perilaku Pelayanan dan Kebijakan Mutu. Sasaran Mutu ditetapkan di 

masing-masing Unit. Sasaran Mutu disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri 

LubuklinggauEvaluasi terhadap pencapaian sasaran mutu dilakukan secara periodik 
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dalam Laporan Pencapaian Sasaran Mutu dari masing-masing unit kepada Ketua 

Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dengan mengacu pada periode pengukuran 

pencapaian terhadap sasaran mutu yang ditetapkan pada masing-masing unit, dan 

dimasukkan sebagai salah satu agenda pembahasan dalam Rapat Tinjauan 

Manajemen. 

Dokumen terkait: 

Sasaran mutu semua Unit. 

 

8.4.2. PERENCANAAN SISTEM MANAJEMEN MUTU 

Setiap Panitera dan Sekretaris berkewajiban membuat perencanaan kerja untuk 

unitnya masing - masing termasuk: 

1) Merencanakan sistem manajemen mutu untuk unit kerjanya. 

2) Memastikan sistem manajemen mutu yang telah dibuat dijalankan secara 

efektif. 

3) Memastikan semua sasaran dan persyaratan yang telah ditetapkan dicapai. 

4) Memelihara/mempertahankan sistem manajemen mutu pada unitnya. 

5) Melakukan perbaikan/penyempurnaan sistem manajemen mutu. 

 

8.4.3. PERENCANAAN REALISASI PELAYANAN 

Harus merencanakan dan mengembangkan proses yang dibutuhkan untuk 

realisasi pelayanan. Dalam merencanakan realisasi pelayanan, harus menentukan hal-

hal sebagai berikut: 

a. Sasaran dan persyaratan mutu pelayanan. 

b. Kebutuhan untuk menentukan proses, dokumentasi, penyediaan sumber 

daya untuk pelayanan. 

c. Mengikuti verifikasi, validasi, pemantauan, inspeksi dan kegiatan pengujian 

yang khas untuk pelayanan dan kriteria untuk penerimaan pelayanan. 
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d. Dokumen dibutuhkan untuk memberikan bukti bahwa proses realisasi 

menghasilkan pelayanan yang sesuai persyaratan. 

Dokumen terkait: 

SOPsemua unit  

 

8.4.4. PERENCANAAN ANALISA DAN PERBAIKAN 

Secara periodik, Pengadilan Negeri Lubuklinggaumelakukan evaluasi kinerja 

dalam upaya mengidentifikasi penyimpangan terhadap pencapaian sasaran dan 

melakukan upaya-upaya peningkatan dan penyempurnaan secara berkelanjutan.  

Kegiatan evaluasi dilakukan dalam upaya melakukan tinjauan dan tindakan-

tindakan perbaikan dan pencegahan secara terus-menerus dan berkelanjutan, baik 

melalui Penilaian SKP, Rapat Tinjauan Manajemen, Audit Internal, dan pertemuan-

pertemuan rutin yang membahas peningkatan dan penyempurnaan secara terus 

menerus. 

Dokumen terkait: 

SOP Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana 

PM Analisis Data. 

PM Tinjauan Manajemen. 

 

8.4.5. PERENCANAANKEBIJAKAN PENGADILAN 

Pengadilan Negeri Lubuklinggaudalam mengembangkan strategi, sasaran 

organisasi dan menterjemahkan dalam bentuk program kerja serta memperhatikan 

resiko managerial dan mensinergikan dengan visi dan misi. 

 

8.5. KRITERIA 5– MANAGEMEN SUMBER DAYA (RESOURCES MANAGEMENT) 

Pengadilan yang excellent mengelola semua sumber daya yang tersedia dengan 

tepat,efektif dan proaktif. Pengadilan menentukan prioritas danmempertimbangkan 

perkembangan dalam masyarakat dan perubahan keinginan dan kebutuhan pengguna 
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pengadilan dan mitra eksternal.Sumber daya yang paling penting dari pengadilan 

adalah personilnya, hakim dan staf pengadilan.Pengadilan yang excellentdan terus 

meningkatkan model beban kerja yang objektif, yang menggambarkan hubungan antara 

kategori-kategoari perkara pengadilandan waktu rata-rata yang dibutuhkan olehhakim 

dan staf pengadilan untuk mempersiapkan dan menyelesaikan kasus. 

Kombinasi antisipasijumlah perkara yang masukdan perkara yang tertundadapat 

digunakan untukmemprediksi kebutuhan sumber daya staf dan peradilan. 

Saat pengadilan merupakan organisasi yang profesional, pengadilan yang excellent 

menghormati nilai-nilai profesional yang terkaitdengan fungsi hakim dan mendorong 

berbagi pengetahuandan peningkatan pengetahuan yang relevan. Dalam organisasi 

pengadilan yang excellent,terdapat iklim kerja yang baik, tingkat kepuasan yang tinggi 

dari para hakim dan stafdan sistem untuk melanjutkanpendidikan yang 

profesional.Pengadilan yang excellentmemiliki sumber daya material yang cukup 

untukmemenuhi tujuannya dan mengelola dan memelihara dengan hati-hati sumber 

dayanya. 

Kualitas ruang sidang yang buruk, bangunan yang tidak memadai, kurangnya 

ruang kantor untuk hakim, staf pengadilan, dan arsip pengadilan, alat tulis kantor dan 

peralatan yang tidak cukuptermasuk komputer, akan memiliki efek negatif pada kinerja 

dan kwalitas layanan pengadilan.Manajemen sumber daya keuangan yang baik dan 

proaktif membutuhkan manajemen fiskal dan budget yang efektif, audit keuangan yang 

independen. Pengadilan perlu memastikan memiliki keuangan dan keahlian manajemen 

yang memadai, ruang kantor dan fasilitas pengadilan yang memadai, termasuk tempat 

yang cocok untuk teknologi untuk pengoperasian fungsi pengadilan. 

8.5.1. SUMBER DAYA MANUSIA (HUMAN RESOURCES) 

 Ketersediaan Sumberdaya 

a) Sumberdaya untuk menjalankan Sistem Manajemen Mutu serta untuk 

mencapai sasaran yang telah ditetapkan dipastikan terpenuhi. 

b) Sumberdaya yang diperlukan diidentifikasi oleh Panitera dan Sekretaris dan 

disampaikan kepada manajemen melalui mekanisme yang telah diatur . 
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Dokumen terkait: 

SOP Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana. 

SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan. 

 

 Sumber Daya Manusia 

  Umum 

Pengadilan Negeri Lubuklinggaumenjamin hakim dan pegawai yang bekerja 

memiliki kompetensi berdasarkan pendidikan, pelatihan, keahlian dan 

pengalaman yang sesuai. 

 

  Kompetensi, Kepedulian dan Pelatihan 

Kompetensi yang diperlukan oleh setiap pegawai agar dapat melaksanakan 

tugas dan tanggung jawabnya secara tepat dan benar sesuai dengan sasaran 

dan persyaratan yang telah direncanakan harus dipastikan dipenuhi. Seluruh 

Panitera dan Sekretaris bertanggung jawab untuk: 

1) Menentukanpelatihan yangdiperlukanoleh setiap bawahannya. 

2) Memastikan pelatihan dilaksanakan. Pelatihan dapat dilakukan dalam 

bentuk, atau kegiatan apapun yang bertujuan memberikan kompetensi 

kepada karyawan. 

3) Mengambil tindakan lainnya selain pelatihanyang sesuai dengan 

permasalahan. 

4) Mengevaluasi efektif/ tidaknya tindakan yang telah diambil. 

5) Meningkatkan kesadaran pegawai mengenai pentingnya peranan setiap 

pegawai dalampekerjaan mereka untuk mencapai sasaran mutu demi 

kepuasan pelanggan. 

6) Mengelola arsip pegawaiyangmemuatinformasi mengenai pelatihan, 

keterampilan dan pengalaman kerja pegawai. 

Dokumen terkait: 

SOP Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana 
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8.5.2. SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA (MATERIAL RESOURCES) 

INFRASTRUKTUR 

a. Sarana kerja/infrastruktur untuk mendukung pekerjaan dan mencapai 

sasaran dan persyaratan produk/proses dipastikan terpenuhi. 

b. Melakukan pemeliharaan secara teratur terhadap fasilitas pendukung agar 

senantiasa dalam kondisi baik dan siap dioperasikan. 

c. Sarana kerja baru yang diperlukan secepatnya diidentifikasi dan 

ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan yang berlaku. 

d. Panitera dan Sekretaris bertanggungjawab untuk memastikan kecukupan 

dan kelengkapan sarana kerja dan kelayakan kondisi sarana kerja pada 

bagian yang dipimpinnya. 

Dokumen terkait: 

SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan. 

Jaringan Internet/Listrik/Telepon. 

Peralatan Furniture, Komputer danMesin. 

 

Suatu Pengadilan yang excellent mempunyai kursi meja, lemari yang memadai 

untuk dapat dipergunakan olehhakim dan pegawai pengadilan. 

Lingkungan Kerja 

a. Lingkungan tempat kerja dikendalikan. 

b. Pengendalian lingkungan kerja dimaksudkan agar lingkungan kerja 

senantiasa dalam keadaan rapi, bersih, aman dan nyaman. 

c. Top Manager, Hakim dan Pegawai berkewajiban mengupayakan dan 

menjamin agar lingkungan kerjanya terkendali. 

d. Pengendalian lingkungan kerja dimaksudkanuntukmendukung komitmen 

mutu dan kepuasan pelanggan dan untuk mencapai kesesuaian terhadap 

persyaratanproses pelayanan yang telah ditetapkan. 

Dokumen terkait: 

Intruksi Kerja Keamanan dan Kebersihan. 

SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan. 
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Alat Tulis Kantor (ATK) 

Pengadilan yang excellentmempunyaiATK yang cukup sehingga kinerja 

pengadilan dapat berjalan dengan lancar. 

Pengendalian Proses Belanja Barang/Jasa 

Proses Pembelian 

1) Kesekretariatan Urusan Umum bertanggung jawab memastikan fungsi 

pembelian dilaksanakan secara terkendali. Barang yang dibeli adalah Alat 

Tulis Kantor (ATK), sarana penunjang. 

2) Fungsi-fungsi yang terkait dalam pembelian harus memahami proses 

pembelian. 

3) Pembelian dilaksanakan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. 

 

Informasi Pembelian 

1) Sebelum melaksanakan pembelian, informasi tentang berbagai persyaratan 

dan spesifikasi yang diperlukan harus dibuat secara jelas untuk menghindari 

kesalahan/ketidaksesuaian. 

2) Dokumen pembelian harus dipastikan memuat penjelasan mengenai semua 

persyaratan produk yang akan dibeli termasuk: 

a. Kejelasan mengenai jumlah barang yang akan dibeli. 

b. Persyaratan spesifikasi / mutu barang yang akan dibeli. 

c. Persyaratan pembayaran. 

 

 Verifikasi produk yang dibeli 

1) Kepala Sub Bagian Umumdan Keuangan bertanggung jawab melakukan 

verifikasi terhadap barang yang datang (incoming material). 

2) Hasil verifikasi / pemeriksaan dicatat. 

3) Kepala Sub Bagian Umumdan Keuangan memiliki kewenangan untuk 

memutuskan apakah produk yang datang memenuhi persyaratan mutu atau 

tidak. 
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Dokumen terkait: 

SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan. 

 

8.5.3. ANGGARAN PENGADILAN (FINANCIAL MANAGEMENT) 

Pengadilan Negeri Lubuklinggau dapat mengalokasikan anggaran secara efisien 

dan efektif serta memilki kebijakan dalam memonitoring serta evaluasi 

penggunaaan anggaran. 

Dokumen terkait: 

  SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan. 

 

8.6. KRITERIA 6– SISTEM DOKUMENTASI (DOCUMENT SYSTEM) 

Document System merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk pengelolaan 

dan pengendalian dokumen dan rekaman yang ada di Pengadilan Negeri 

Lubuklinggaudalam rangka penerapan sistem manajemen mutu.Pengadilan Negeri 

Lubuklinggau melakukan pengendalian dokumen dengan mengacu pada Akreditasi 

Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri (Indonesian Court Performance-Excellent). 

Documents Systemini bertujuan untuk menata, mengelola, mengarsipkan, dan 

mengendalikan setiap dokumen yang diaplikasikan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau, 

baik dari sisi peran dan fungsi pengadilan sebagai institusi yang menerima, memeriksa 

dan memutus perkara maupun dari sisi layanan pendukung dan layanan non 

perkara.Melalui pengendalian dokumen ini diharapkan administrasi dan tata laksana 

pengadilan dapat dikendalikan dan menjadi bagian dari sIstem yang berjalan secara 

terstruktur. 

 

8.6.1. PERSYARATAN UMUM DOKUMENTASI 

Pengadilan Negeri Lubuklinggaumenentukan, mendokumentasikan dan 

memelihara Sistem Manajemen Mutu untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas yang 
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dilakukan serta hasilnya memenuhi persyaratan yang ditentukan. Sistem Manajemen 

Mutu disesuaikan dengan jenis kegiatan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dengan 

memperhatikan unsur-unsur persyaratan standar yang berlaku. 

Sistem Manajemen Mutu di Pengadilan Negeri Lubuklinggaudidokumentasikan 

dalam bentuk dan terdiri dari: 

1. Manual Mutu (MM) 

Kebijakan umum Pengadilan Negeri Lubuklinggauterhadap aktivitas 

operasional yang dilakukan, yangharus memenuhi persyaratan Akreditasi dan 

merupakan pedoman bagi penyusunan dokumentasiaktivitas operasional 

Pengadilan Negeri Lubuklinggau. 

2. Sasaran Mutu  

Menggambarkan parameter-parameter yang terukur dengan penetapan 

target yang relevan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penerapan 

proses-proses yang sudah ditetapkan.  

3. Prosedur Mutu (PM) 

Dokumen yang menguraikan isi Manual Mutu tentang langkah-langkah/tata 

urutan kegiatan operasional yang dilakukan seluruh Unit sebagai pedoman 

bagi siapa saja yang akan melakukan pekerjaan tersebut secara terkendali 

dan konsisten. 

 

4. Dokumen Pendukung. 

Dokumen yang mendukung, yang dijadikan sebagai acuan/referensi. 

Dokumen yang masuk dalam dokumen pendukung merupakan pendukung 

proses kegiatan antara lain:Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, 

Peraturan Mahkamah Agung, Surat Keputusan Mahkamah Agung, Surat 

Edaran Mahkamah Agung, Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung, 

Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung,Surat Keputusan Direktur 

Jenderal Badan Peradilan Umum terkaitdengan pengadilan, atau dokumen 

lain yang berasal dari luarPengadilan Negeri Lubuklinggauyang digunakan 

sebagai referensi. 
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GambarDokumen Sistem Manajemen Mutu 

 

8.6.2. PERSYARATAN KHUSUS DOKUMENTASI 

Manual Mutu 

1) Manual Mutuini dibuat oleh Tim Mutu dan disiapkan oleh MR dan disahkan 

oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggauselaku Top Manager serta 

didistribusikan oleh MR. 

2) MR bertanggung jawab untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas Sistem 

Manajemen Mutu dengan otoritas yang cukup untuk menjalankan tugas dan 

tanggung jawab dan melaporkan hasil/kinerja Sistem Manajemen Mutu 

kepada Top Manajemen . 

3) Manual Mutu ini termasuk dokumen yang dikendalikan. Tata cara 

pengendaliannya mengikuti ketentuan sebagaimana tertuang dalam standar 

pelayanan pengendalian dokumen. 

4) Manual ini akan ditinjau ulang tiga tahun sekali untukpenyesuaian/perbaikan. 

5) Manual mutu ini berisikan kegiatan-kegiatan pelayanan di Pengadilan Negeri 

Lubuklinggausecarakeseluruhan, penjelasan job description dan penjelasan 

materi yang berhubungan dengan Akreditasi. 

Pengendalian Dokumen 

Dokumen sistem manajemen mutu dipastikan terkendali.  

MANUAL 
MUTU

STANDAR 
OPERASIONAL 

PROSEDUR

DOKUMEN 
PENDUKUNG
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1) Dokumen sistem manajemen mutu adalah dokumen-dokumen yang memuat 

informasi yang digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan sistem 

manajemen mutu. 

2) Pengendalian dokumen dimaksudkan agar dokumen sistem manajemen mutu 

yang dipergunakanadalahdokumen yangtepat dan benar. 

3) Cara pengendalian dokumen diatur dalam standar pelayanan dan dipahami 

oleh semua pihakterkait. 

4) Standar operasional Prosedur pengendalian dokumen mengatur hal-hal 

sebagai berikut:  

a) Pembuatan dokumen. 

b) Pemeriksaan dokumen. 

c) Pengesahan dokumen. 

d) Menetapkan status dokumen. 

e) Memberi penomoran pada setiap dokumen. 

f) Pendistribusian dokumen. 

g) Penerimaan dokumen. 

h) Peninjauan ulang/revisi dokumen. 

i) Penanganan dokumen eksternal. 

j) Penyimpanan dokumen yang sudah tidak berlaku.  

5) Manual Mutu dan standar pelayanan umum serta dokumen – dokumen 

eksternal serta kegiatan pendukung lainnya seperti uraian tugas, rencana 

perbaikan dan berkesinambungan dikendalikan oleh Manager Representatif. 

Dokumen terkait: 

SOP Pengendalian Dokumen. 

 

Pengendalian Rekaman 

Semua rekaman/arsip dikelola dengan baik . 

1) Arsip adalah dokumen berisi informasi historis yang timbul dari kegiatan yang 

telah dilaksanakan. 
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2) Tujuan pengendalian rekaman adalah untuk memastikan semua data 

kegiatan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk perbaikan. 

3) Rekaman dipastikan aman, teridentifikasi dengan jelas, dan ditata dengan rapi 

sehingga mudah dan cepat ditemukan bila diperlukan. 

4) Rekaman yang ada Unit dikendalikan oleh masing – masing Unit 

Dokumen terkait: 

PM Pengendalian Rekaman. 

8.7. KRITERIA 7 – HASIL KINERJA (PERFOMANCE RESULT) 

8.7.1. PENGAWASAN DAN PENGUKURAN 

Dasar perencanaan dan kinerja pengadilan yang excellentadalah menjaga 

keakurataninformasi dan database yang komprihensif dan dapat dipercaya. Hal ini 

penting tidak hanya untukmenilai kinerja pengadilan tetapi juga menilaiapakah strategi 

atau kegiatan untuk perbaikan membawa dampak yang positif. Dalam banyak kasus 

pengadilan mungkin menemukannya dalamsistem informasi yang ada dan database 

tidak dapat menangkap apayang  benar-benar diperlukan untuk menilai kinerja dan 

kemajuan. 

Oleh karena itu, suatupengadilan perlu membuat dan menjaga suatu 

pengumpulan data tidak hanya data kuantitatif tetapi juga data kualitatif. Sifat  

kompleksitas data dan alat pengumpulan data yang dibutuhkan oleh setiap pengadilan 

mungkin perlu divariasikan atau diperluas untuk dapat menilai efektifitasdari inisiatif 

baru. Sebuah pengadilan harus memilikibanyak sumber data dan informasi, termasuk 

sistem manajemen perkara, sistem keuangan, sistem pendaftaran dansurvei karyawan 

pengadilan, pengacara dan pengguna pengadilan. 

Tanpa sistem pengukuran terpercaya pengadilan tidak akan dapat menilai 

dengan baik bagaimana pengadilan melakukan kinerjanya  atau apakah adastrategi 

atau inisiatifyang lainadalah benar-benar efektif. Pengukuransangat penting untuk 

penilaian yang efektif dari kinerja dan kemajuan. 
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Hal ini penting untuk membedakan antaraindikator pengukuran kinerja 

pengadilan(berikut tools-nya) dankebijakan management kinerja pengadilan 

(berikut tools-nya). Indikator pengukuran kinerja pengadilanmembantu 

dalampenilaian kuantitatif dan kualitatif dari fungsipengadilan.Indikator dan alat-alat 

tersebut menangkap baik aspek internal danaspek eksternal kinerja pengadilan dengan 

survei menjadi contoh yang baik dari umpan balik pengguna langsung atas kinerja 

pengadilan. 

Sebaliknya, kebijakan management kinerja pengadilan berikut tools-

nyaadalah bagian dari pedal penggerak dan proses pengadilan yang tersedia pada 

suatupengadilan untuk digunakan melakukan perubahan. Suatu pengadilan akan 

mengaturpedal,prosedur dan kebijakan tersebut melalui berbagai strategi yang 

diarahkan untuk meningkatkan kinerja pengadilan. Apakah perubahan tersebut 

membawa dampak positif akan diukur dengan indikator pengukuran kinerja 

pengadilan yang relevan. 

8.7.2. KEPUASAN PELANGGAN (PENGGUNA PENGADILAN) 

Kepuasan Pelanggan pengguna pengadilan menggunakan metode Permenpan 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 LAMPIRAN E.1.dan LAMPIRAN E.2. 

1). Persepsi pengguna pengadilan dan kepuasan terhadap pelayanan yang 

diberikan harus dipantau secara berkala setiap 6 bulan sekali. 

2). Pemantauan dimaksudkan untuk menilai dan mengukur kinerja sistem 

manajemen mutu serta mengetahui apakah persyaratan pengguna 

pengadilan telah dipenuhi.  

3). Metoda untuk memperoleh informasi dan pemanfaatan informasi yang 

diperoleh dipastikan tertuang dalam standar pelayanan. 

Dokumen terkait:  

1.PM Penanganan Keluhan Pengguna Pengadilan. 

2.PM Survey Kepuasan Pengguna Pengadilan. 
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Penilaian Mandiri (Internal/SelfAssesment) 

1) Tujuan penilaian (asesmen) mandiri adalah untuk memastikan sistem 

manajemen mutu diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai 

dengan yang telah direncanakan. 

2) Tim Penilaian Mandiri dibentuk oleh Manager Representatif dan disahkan 

oleh Top Manager dan dibekali pelatihan yang cukup sebelum 

melaksanakan penilaian. 

3) Rencana penilaian mandiri direncanakan oleh ketua tim penilaian mandiri 

dengan mempertimbangkantingkat kepentingan dan kekritisan unit yang 

akan dinilai 

4) Penilaian harus dilakukan secara sistematis, objektif, terencana dan 

terdokumentasi serta mengedepankan integritas dan independensi. 

5) Penilaian harus dilakukan sesuai dengan prosedur penilaian yang telah 

ditetapkan, yaitu minimal 6 bulan sekali. 

6) Dalam setiap pelaksanaan asesmen, asessor harus memperhatikan hasil 

asesmen yang terdahulu untuk mengevaluasi efektivitasnya. 

7) Kriteria asesmen, lingkup, frekuensi dan metode-metode 

yangakandigunakan dipastikan ditentukan dalam prosedur audit internal. 

8) Pelaksanaan asesmen dilakukan secara objektif dan mengikuti ketentuan 

persyaratan asesmen. 

9) Panitera dan Sekretaris yang diperiksa bertanggung jawab untuk 

menindaklanjuti temuan asesmen pada Unit-nya. 

10) Tindakan perbaikan diambil segera mungkin untuk mengeliminasi 

ketidaksesuaian yang telah ditemukan 

11) Tindak lanjut asesmen harus mencakup verifikasi terhadap tindakan yang 

telah diambil. 

12) Ketua tim asesmen bertanggung jawab dan melapor kepadaManager 

Representatif. 
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Dokumen terkait: 

1. PM Asesmen Internal. 

2. PM Analisis Data. 

3. PMPerbaikan Berkesinambungan. 

 

3.7.3. PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN PROSES PELAYANAN 

1) Metoda pemantauan dan pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi 

efektivitas sistem manajemen mutu dan pelayanan, harus dipastikan 

keabsahannya.  

2) Metoda-metoda yang digunakan harus dapat dibuktikan kemampuannya 

untuk mencapai hasil yang telah direncanakan.  

3) Bila hasil yang direncanakan tidak tercapai maka tindakan perbaikan dan 

pencegahannya harus dilakukan untuk memastikan kesesuaian terhadap 

produk/ jasa. 

Dokumen terkait: 

1. PM Asesmen Internal. 

2. PM Analisis Data. 

3. PMPerbaikan Berkesinambungan. 

4. PM Pencegahan. 

 

3.7.4. PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN PRODUK 

1) Pemantauan dan pengukuran hasil pelayanan dilakukan sesuai standar 

pelayanan. 

2) Tujuan pemantauan dan pengukuran hasil pelayanan untuk memastikan 

semua persyaratan hasil pelayanan terpenuhi. 

3) Pengukuran dan pemantauan dilaksanakan pada tahapan yang telah 

ditentukan. 

4). Catatan hasil pemantauan dan pengukuran hasil pelayanan harus dicatat 

termasuk personil yang melaksanakan. 
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Dokumen terkait: 

1. PMAudit Internal. 

2. PM Analisis Data. 

3. PMPerbaikan Berkesinambungan. 

4. PM Pencegahan. 

 

3.7.5. PENGENDALIAN PELAYANAN PN YANG TIDAK SESUAI 

Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai 

a. Hasil pelayanan yang tidak sesuai adalah proses pelayanan yang dijalankan 

tidak sesuai dengan persyaratan. 

b. Hasil pelayanan yang tidak sesuaidikendalikan serta dicegah agar tidak 

terjadi lagi. 

c. Pengendalian dan tanggung jawab serta wewenang untuk menangani hasil. 

pelayanan tidak sesuai harus ditetapkan dalam standar pelayanan. 

d. Hasil yang tidak sesuai harus dilakukan tindakan perbaikan. 

e. Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan yang diambil harus dicatat 

f. Bilamana pelayanan tidak sesuai dan telah terlanjur diterima oleh 

pelanggan, makaharus mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk 

menanggulangi akibat /potensi akibatnya. 

 Dokumen terkait: 

PM Pengendalian Pelayanan yang Tidak sesuai. 

 

3.7.6. ANALISA DATA 

a. Data-data proses atau implementasi sistem manajemen mutu harus dikelola 

dengan baik. 

b. Data dianalisis dengan menggunakan teknik-teknik yang sesuai,misalkan 

menggunakan tekhnik statistik. 

c. Analisis datadilakukan oleh setiap Panitera dan Sekretaris dan Tim Survey 

Kepuasan, untuk mengetahui tingkat kinerja masing-masing proses/ melihat 
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kesenjangan-kesenjangan yang ada sehingga dapat dilakukan tindakan 

perbaikan. 

d. Standar pelayanan analisis data dibuat oleh MR dan menjadi acuan bagi 

semua fungsi lainnya. 

e. Hasil analisis data harus mengarah pada pengidentifikasian ketidak-

sesuaian ketidakefektifan dan tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan. 

f. Data dianalisisantara lain untuk memantau: 

• Kepuasan pengguna pengadilan. 

• Kesesuaian terhadap persyaratan pelayanan. 

• Karakteristik dan kecenderungan proses serta pelayanan. 

• Kinerja pihak ketiga.  

• Sebagai dasar untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. 

Dokumen terkait: 

PM Analisa Data.  

3.7.7. PERBAIKAN 

Peningkatan Berkesinambungan 

1. Seluruh pegawai, hakim dan Top Manager wajibmelakukan perbaikan 

secara terus menerus terhadap efektivitas sistem manajemen mutu sesuai 

dengan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya. 

2. Semua perbaikan mengacu pada komitmen yang tertuangdalam kebijakan 

mutu,sasaran mutu, hasil audit, analisa data tindakan perbaikan dan 

prevensi serta tinjauan manajemen. 

Dokumen terkait: 

1.  PM Pencegahan. 

2.  PM Perbaikan Berkesinambungan. 

 

 Tindakan Perbaikan 

1. Tindakan perbaikan harus sesuai dengan penyebab ketidaksesuaian yang 

ditemukan. 
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2. Pengadilan Negeri Lubuklinggaumengambil tindakan perbaikan untuk 

mengurangi penyebab ketidaksesuaian dalam rangka untuk mencegah 

ketidaksesuaian terulang lagi. 

3. Perbaikan dilakukan setiap saat jika mendaatkan 2 hal, yakni: referensi 

baru, dan berdasarkan hasil temuan audit. 

4. Standar pelayanan perbaikan harus mencakup : 

a. Meninjau ketidaksesuaian termasuk keluhan pengguna pengadilan. 

b. Menentukan penyebab ketidaksesuaian. 

c. Mengevaluasi tindakan yang dibutuhkan untuk memastikan 

ketidaksesuaian tidak terulang lagi. 

d. Menentukan dan menerapkan tindakan yang dibutuhkan. 

e. Merekam hasil tindakan yang diambil. 

f. Meninjau tindakan perbaikan yang diambil. 

Dokumen terkait: 

PMPencegahan. 

 

Tindakan Pencegahan 

1. Menentukan tindakan untuk mengurangi penyebab potensial ketidaksesuaian 

untuk mencegah peristiwa tersebut. Tindakan pencegahan harus sesuai 

dengan penyebab masalah yang potensial. 

2. Standar pelayanan pencegahan harus mencakup  

• Menentukan potensi ketidaksesuaian dan penyebabnya. 

• Mengevaluasi tindakan yang dibutuhkan untuk, mencegah peristiwa 

ketidaksesuaian. 

• Menentukan dan menerapkan tindakan yang dibutuhkan. 

• Merekam hasil tindakan yang diambil. 

• Meninjautindakan pencegahan yang diambil.  

Dokumen terkait: 

PM Pencegahan. 
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4. PROSEDUR MUTU DAN STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL 

4.1. PROSEDUR MUTU (PM) 

1. PMManagement Representative. 

2. PMPengendalian Dokumen. 

3. PMPengendalian Rekaman. 

4. PMPendistribusian Dokumen. 

5. PMRevisi Dokumen. 

6. PMKomunikasi Internal. 

7. PMPemantauan Proses. 

8. PMRapat Tinjauan Manajemen. 

9. PMPerbaikan Berkesinambungan. 

10. PMPemusnahan Dokumen. 

11. PMAsesmen Internal. 

12. PMIndentifikasi Persyaratan Pengguna Pengadilan. 

13. PMKomunikasi Eksternal. 

14. PMAnalisis Data. 

15. PMPenanganan Keluhan Pelanggan. 

16. PMSurvey Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan. 

17. PMPengendalian Pelayanan Yang Tidak Sesuai. 

18. PMPerbaikan Dan Pencegahan. 

19. PMKomunikasi Dengan Pengguna Pengadilan. 

20. PM Profil Pengguna Layanan Pengadilan. 

21. PM Survey Harian. 
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22. PMPengendalian Surat Internal. 

23. PMPengendalian Dokumen Eksternal. 

24. PM Prosedur Kerja MR. 

25. PM Sampling. 

 

4.2. SOP PELAYANAN UTAMA 

1. SOPHakim. 

2. SOP Panitera Pengganti. 

3. SOPJuru Sita. 

4. SOPPanitera Muda Pidana. 

5. SOPPanitera Muda Perdata. 

6. SOPPanitera Muda Hukum 

 

4.3. SOP PELAYANAN PENDUKUNG 

1. S.O.PSubbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana. 

2. S.O.PSubbagian Umumdan Keuangan. 

3. S.O.P Subbagian Perencanaan, ITdan Pelaporan. 

 

5. PENUTUP 

Demikian Manual Mutu Sistem Manajemen Mutu Akreditasi Penjaminan Mutu 

Pengadilan Negeri Lubuklinggauini dibuat dan disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri 

Lubuklinggauuntuk dijadikan acuan dalam bertindak dan mengambil keputusan dalam 

rangka menjalankan sistem manajemen mutu serta tugas, fungsi dan tanggung jawab 
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seluruh pegawai/hakim di lingkungan Pengadilan Negeri Lubuklinggausesuai dengan 

kapasitas dan wewenangnya masing-masing. 

Pembuatan Manual Mutu ini merupakan awal dari rangkaian implementasi Sistem 

Manajemen Mutu Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri yang bertujuan agar 

Pengadilan Negeri Lubuklinggaumampu memberikan pelayanan Pengguna Pengadilan 

yang berkualitas, terstandar, mampu memenuhi persyaratan dan kebutuhan Pengguna 

Pengadilan, serta sesuai dengan aturan yang berlaku. Pelayanan pengguna pengadilan 

aparatur yang peduli dan terus-menerus berupaya meningkatkan kualitas niscaya akan 

melahirkan aparatur pemerintah yang berintegritas dan kompeten dalam melaksanakan 

tugas sebagai abdi negara. Bagi kami apabila Pengadilan Negeri Lubuklinggaulolos 

Audit Akreditasi dan mendapat sertifikasi Akreditasi bukanlah merupakan hasil akhir dari 

proses implementasi manajemen mutu tetapi bagi kami adalah merupakan awal dari 

penerapan sistem manajemen mutu untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, 

bermutu secara sistematis dan terorganisir. Karena secara keseluruhan Sistem 

Manajemen Mutu terdiri dari pelaksanaan implementasi Sistem Manajemen Mutu dan 

peningkatan kualitas yang terus menerus. 

Besar harapan kami komitmen untuk memberikan pelayanan yang bermutu selalu 

terjaga dan tetap kuat. Perbaikan dan peningkatan ke arah yang lebih baik akan tetap 

kami lakukan sesuai dengan tuntutan kemajuan teknologi yang semakin canggih dan 

tuntutan global. 

 

 

 

 

 

 


